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ABSTRAK

Hukum mempunyai sasaran harus dicapai adapun tujuan hukum menciptakan
masyarakat yang tertib dan seimbang, dengan tercapai ketertiban di dalam masyarakat
diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Perkara yang ada di Kejaksaan
Negeri Kaur kasus pencurian dan penggelapan sampai sekarang kasus pencurian
mengalami peningkatan tahun 2020-2022 ada 13 kasus dan kasus penggelapan 8
kasus. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses penyelesaian perkara
tindak pidana pencurian dan penggelapan melalui Restorative Justice dan untuk
mengkaji mengenai faktor penghambat Restorative Justice terhadap pelaku tindak
pidana pencurian dan penggelapan. metode penelitian ini menggunakan penelitian
hukum empiris dalam mengumpulkan data dilakukan melalui wawancara dan studi
kepustakaan. Pelaksanaan Restorative Justice pada penghentian penuntutan tindak
pidana pencurian dan penggelapan berdasarkan Restorative Justice di Kejaksaan
Negeri Kaur telah terlaksana sesuai dengan peraturan kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 15 tahun 2020 tentang pengertian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
pada tindak pidana pencurian atas nama tersangka AS bin Nurman Effendi serta
tindak pidana penggelapan atas nama tersangka Al bin Samhari yang mana Kejaksaan
Negeri Kaur telah berhasil melakukan penyelesaian perkara melalui Restorative
Justice sebagai proses penghentian penuntutan perkara. Pelaksanaan Restorative
Justice perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perkara
melalui Restorative Justice agar masyarakat memahami mengenai pelaksanaan
keadilan restoratif ini dengan baik dan segi manfaatnya dengan adanya penggantian
rugi kepada korban.

Kata kunci : pencurian, penggelapan, Restorative Justice.
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ABSTRACT

The law has a target that must be achieved. The legal goal is to create
anorderly and balanced society. By achieving order in society, it is hoped that human
interests will be protected. Cases at the Kaur District Prosecutor's Office are cases of
theft and embezzlement. Until now, theft cases have increased in 2020-2022, there
are 13 cases and 8 cases of embezzlement. The aim of this research is to describe the
process of resolving criminal cases of theft and embezzlement through Restorative
Justice and to examine the factors inhibiting Restorative Justice for perpetrators of
criminal acts of theft and embezzlement. This research method uses empirical legal
research in collecting data through interviews and literature study. The
implementation of Restorative Justice in terminating the prosecution of criminal acts
of theft and embezzlement based on Restorative Justice at the Kaur District
Prosecutor's Office has been carried out in accordance with the Republic of
Indonesia prosecutor's regulations Number 15 of 2020 concerning the meaning of
prosecution based on restorative justice in criminal acts of theft in the name of the
suspect AS bin Nurman Effendi and other criminal acts.embezzlement in the name of
suspect Al bin Samhari in which the Kaur District Prosecutor's Office has succeeded
in resolving the case through Restorative Justice as a process to terminate the
prosecution of the case. Restorative Implementation Justice needs to be socialized to
the community regarding the implementation of matters through Restorative Justice
so that the community understands the implementation of this Restorative Justice well
and in terms of its benefits with replacement loss to the victim.

Keywords : theft, embezzlement, Restorative Justice
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum
pidana yang telah dikodifikasi , yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya
telah disusun dalam satu kitab undang-undang yang dinamakan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana menurut suatu sistem yang tertentu. Hukum mempunyai
sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan
tantanan masyarakat yang tertib, memciptakan ketertiban dan keseimbangan.
Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan
manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas
membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi
wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta melibatkan

kepastian hukum.!

Melihat fenomena meningkatnya tingkat kriminalitas yang
menyebabkan meningkatnya jumlah penghuni lapas sehingga terjadinya over
capacity,maka kejaksaan merespon hal tersebut dengan kewenangan yag
dimilikinya sebagai pelaksana asas dominus litis yaitu kejaksaan sebagai
pengendali proses perkara, karena institusi kejaksaan dapat menentukan apakah

suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti

! Salim.2017. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 45.



yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan mengambil langkah dengan
mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
(PERJA Nomor 15 Tahun 2020) Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

Keadilan Restoratif .

Definisi Keadilan Restoratif dapat ditemukan di PERJA Nomor 15

Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan

melibatkan pelaku, korban, keluarga/korban, dan pihak lain yang terkait

untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Lahirnya PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadialan Restoratif yang memberikan kewenangan
Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi
terobosan dalam penyelesaian tindak pidana diharapkan dapat mencapai
perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitik beratkan agar
kerugian korban tergantikan dan pihak korban memanfaatkan pelaku tindak
pidana.?

Berdasarkan hasil penelitian bersama Maria Astri Selaku Penuntut

Umum Kejaksaan Negeri Kaur menyatakan bahwa :

2 Pratomo Beritno, “Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Retoratif”,Jurnal Hukum Tambun Bungai Vol. 6 No.2, September 2021, him.201-202



Hampir setengah perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Kaur adalah
kasus pencurian dan penggelapan,sampai sekarang kasus pencurian
terus mengalami peningkatan dari tahun-ketahun.?

Data dan kasus pencurian dan pnggelapan di Kejaksaan Negeri Kaur

yang dilakukan melalui keadilan restoratif yakni sebagai berikut :

Tabel 1.
Data Kasus Perkara Pencurian dan Penggelapan Memenuhi Syarat
Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kaur

No | Tahun | Jumlah Kasus Kasus Kasus Kasus
Perkara Pencurian Penggelapan | Pencurian | Penggelapan
berhasil berhasil tidak tidak berhasil
Restorative Restorative berhasil Restorative
Justice Justice Restorativ Justice
e Justice
1 2020 40 2 3 - -
2 2021 45 5 1 1 -
3 2022 48 6 4 - 1
Jumlah 133 13 8 1 1

Sumber : Kejaksaan Negeri Kaur

selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan

Berdasarkan hasil wawancara pada saat penelitian dengan Novi saputra

Negeri Kaur,

menyatakan bahwa:

Terdapat 21 perkara yang penyelesaian perkaranya berhasil
melaksanakan Restorative Justice yaitu totalnya 13 kasus pencurian,
tahun 2020 terdapat 2 kasus pencurian , tahun 2021terdapat 5 kasus
pencurian, tahun 2022 terdapat 6 kasus pencurian sedangkan ttal kasus
perkara penggelapan 8 kasus penggelapan, tahun 2020 terdapat 3 kasus
penggelapan, tahun 2021 terdapat 1 kasus, tahun 2022 terdapat 4 kasus
penggelapan .*

¥ Wawancara prapenelitian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur , Maria margareta Astari
,di Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 23 Maret 2023
* Wawancara prapenelitian Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kaur ,
Novy Saputra ,di Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 23 Maret 2023



Dari hasil wawancara kedua responden diatas dapat dilihat bahwa
terdapat banyak kasus pencurian dan penggelapan di Kabupaten Kaur, namun
hanya ada 13 kasus pencurian dan 8 kasus penggelapan yang diselesaikan
dengan Restorative Justice. Dalam melaksanakan Restorative Justice terdapat
pedoman yang harus dipedomi oleh penuntut umum yang melakukan
penghentian penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu mengacu
pada Pasal 5 ayat (1) PERJA Nomor 15 Tahun 2020 bahwa :

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam
dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai

kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih
dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam pelaksanaannya terdapat kasus yang tidak berpedoman kepada
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dapat dilihat
pada table dibawabh ini :
Tabel 2.

Contoh kasus Penghentian penuntutan tindak pidana pencurian dan
penggelapan Berdasarkan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kaur

Tahun 2022
No Keterangan Identitas KEJARI
Kaur
1 Tersangka AS Bin Nurman Efendi
Waktu 26 November 2022
Tindak Pidana Pencurian sebagaimana
dimaksud Pasal 362 KUHP
Nilai Barang bukti atau kerugian Uang Sebesar Rp. 2.600.000;
Surat ketetapan Penyelesaian Perkara Nomor : PRINT-
Berdasarkan Keadilan Restoratif 88/L.7.16/E0h.2/02/2023
Kepala Kejaksaan Negeri Kaur




2 Tersangka Al Bin Samhari
Waktu Antar bulan November sampai
Desember
Tindak Pidana Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP

Nilai Barang bukti atau kerugian Uang sebesar Rp.10.000.000
dan penyerahan sebidang tanah
seluas lebih kurang 280 meter

Surat ketetapan Penyelesaian Perkara | Nomor : PRINT-
Berdasarkan Keadilan Restoratif 265/L.7.16/E0h.2/04/2022
Kepala Kejaksaan Negeri Kaur

Sumber : Kejaksaan Negeri Kaur

Dari kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan diatas tersangka
mencuri dengan nilai barang bukti atau kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua
juta enam ratus ribu rupiah) dan tersangka penggelapan dengan nilai barang
bukti atau kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan
penyerahan sebidang tanah seluas lebih kurang 280 meter. Sedangkan jika
berpedoman kepada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5
Ayat (1) huruf ¢ yang berbunyi :

Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai

kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari

Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana pencurian atas nama tersangka AS bin Nurman Efendi
dan tindak pidana penggelapan atas nama tersangka Al Bin Samhari tetap
melaksanakan Restorative Justice sebagai proses penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restorative di Kejaksaan Negeri Kaur.

Pada hari Selasa 07 Februari 2023 Kepala Kejaksaan Negeri Kaur
Muhammad Yunus, S.H.,M.H melalui Kepala Seksi Tindak Pidana
Umum Novi Saputra, S.H, didampingi Jaksa Maria astari, S.H selaku

Penuntut Umum menyerahkan Surat Ketetapan Pengehentian
Penuntutan (SKPP) Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada tersangka



AS Bin Nurman Efendi. SKPP diberikan setelah sebelumnya tersangka
disangka melakukan tindak pidana pencurian sebagaiman dimaksud
Pasal 362 KUHP melakukan perdamaian dengan korban. Sedangkan
pada hari Senin 04 April 2022 Kepala Kejaksaan Negeri Kaur
Muhammad Yunus, S.H.,M.H melalui Kepala Seksi Tindak Pidana
Umum Novi Saputra, S.H, didampingi Jaksa Maria astari, S.H selaku
Penuntut Umum menyerahkan Surat Ketetapan Pengehntian
Penuntutan (SKPP) Berdasarkan Keadilan Restoratif kepada tersangka
Al Bin Samhari. SKPP diberikan setelah sebelumnya tersangka
disangka melakukan tindak pidana pen%gelapan pada Pasal 378 KUHP
melakukan perdamaian dengan korban.

Tindak pidana pencurian ini terdapat kriteria yang digunakan oleh
Penuntut Umum dalam pelaksanaan Restorative Justice pada penghentian
penuntutan tindak pidana pencurian dan penggelapan berdasarkan Keadilan
Retoratif di Kejaksaan Negeri Kaur sebagaimana yang terdapat pada PERJA
Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :

Untuk tindak pidana terkat harta benda, dalam hal ini terhadap kriteria

atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut Penuntut Umum

dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala

Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan

Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaiman

dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau

huruf c.

Berdasarkan uraian di atas menarik untuk dilakukan suatu penelitian

tentang hal adanya kebijakan Restorative Justice pada perkara tindak pidana
pencurian dan penggelapan di wilayah Kejaksaan Negeri Kaur dalam

kualifikasi pencurian dan penggelapan sebagaimana di atur dalam pasal 378

KUHP dan 372 KUHP , Pasal 480 Ke- KUHP dan Pasal 362 KUHP. Karena

® Data kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan yang melakukan Restorative justice di
Kejaksaan Negei Kaur pada Tahun 2022 dan 2023



tindak pidana pencurian dan penggelapan memenuhi syarat untuk
dilaksanakannya penerapan Restorative Justice sebagaimana di atur dalam
Pasal 5 Peraturan Kejakaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative

Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul
“Pelaksanaan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Kaur Terhadap

Tindak Pidana Pencurian Dan Penggelapan”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang meliputi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian Dan
penggelapan melalui Restorative Justice ?
2. Apa faktor-faktor penghambat Restorative Justice terhadap pelaku

tindak pidana pencurian dan penggelapan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan dari identifikasi permasalahan di atas, maka yang

menjadi tujuan dan manfaat peneliti melaksanakan penelitian ini adalah:

1. TujuanPenelitian
Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka

tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :



a. Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan proses penyelesaian
perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan melalui Restorative
Justice.

b. Untuk mengkaji serta mendeskripsikan mengenai faktor-faktor
penghambat Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana

pencurian dan penggelapan.

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian
skripsi ini adalah :
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan tambahan pemikiran
mengenai penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana
pencurian dan penggelapan di wilayah Kejaksaan Negeri Kaur.
b. Manfaat Praktis
1). Bagi Kejaksaan Negeri Kaur dapat meninggkatkan profesionalitas
dalam menjalankan upaya-upaya untuk menangani tindak pidana
kejahatan seperti pencurian dan penggelapan yang sering terjadi di
desa.
2). Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi bagi masyarakat
menegnai ilmu hukum tentang tindak pidana pencurian dan

penggelapan beserta pengaturannya.



D. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah suatu skema untuk dapat
mengidentifikasi komponen-komponen teoritis terhadap aspek-aspek sosial
yang dianggap relevan bagi kegiatan-kegiatan ilmiah tertentu.® Adapun

kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap
kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap
benda/kekayaan. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses,
perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian  adalah suatu
perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak,
terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah
terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari,
karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.’

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur
dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP
berbunyi :

Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan

maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,

dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-
lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.

® Soerjono Soekanto, pengantar penelitian Hukum, U1 press,Jakarta,1986,him,124.
" Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-/imu Forensik”, USU
Press,Medan,1994.Hal.8
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Pengaturan tentang pencurian yang memberatkan dan juga
pencurian dengan kekerasan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat
unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Mengambil barang

2) Yang diambil harus sesuatu barang

3) Bgrang itu harus seluruhnya atau sebagin kepunyaan orang

4) IIDaeIEQambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk

memiliki baranng itu dengan melawan hukum (melawan
hak).

2. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana dimana
pelaku memiliki barang dengan sengaja dan melawan hukum yang
sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dalam kekuasaannya
bukan karena kejahatan®. Tindak pidana penggelapan terdiri dari unsur
objektif yaitu perbuatan melawan hukum, suatu benda, sebagian atau
seluruhnya milik orang lain, dalam kekuasaannya bukan karena suatu
kejahatan, sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan
melawan hukum.? Tindak pidana penggelapan terdiri dari beberapa

bentuk yaitu sebagai penggelapan bentuk pokok penggelapan ringan,

® P.AF Lamintang Theo Lamintang,2009, Sinar Grafika, Delik-Delik Khusus Kejahatan
Terhadap Harta Kekayaaan, Jakarta,him.111.
% Ibid, him. 112-113.
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penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam keluarga.
Mengenai pasal penipuan dan penggelapan diatur dalam pasal yang
berbeda yaitu Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP. Berikut adalah pasal
yang mengatur kedua hal tersebut:

Pasal 378 KUHP :

Dalam pasal ini diatur mengenai pasal penipuan yang mana
menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara
melawan hak baik menggunakan nama palsu atau keadaan
palsu baik menggunakan akal sehat dan tipu muslihat ataupun
dengan karangan perkataan bohong, membujuk seseorang
agar memberikan  barang, membuat hutang atau
menghapuskan piutang maka akan dihukum dengan penipuan
yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.

Pasal 372 KUHP :

Sedangkan untuk penggelapan sendiri atur dalam pasal 372
KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang sengaja
memiliki dengan cara melawan hak suatu barang yang secara
keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang
tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejahatan
maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang
hukumannya penjara maksimal 4 tahun.

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan :

1) Unsur subjektif yang merupakan unsur kesengajaan yang termasuk
mengetahui dan menghendaki. Sehingga juga bisa dikatakan bahwa
penggelapan termasuk dalam delik sengaja.

2) Unsur objektif yang terdiri atas:

a) Barang siapa

b) Menguasai dengan cara melawan hukum

c) Suatu benda

d) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

e) Benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.'°

19 Sjanturi, S.R. Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya. (Jakarta; Alumni, 2003). Hal.622
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3. Penghentian Penuntutan Tindak Pidana
Definisi Penuntutan tercantum pada Pasal 1 ayat (7) KUHAP, yaitu :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum  untuk
melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini dengan pemintaan supaya diperiksa dan
diputus oleh hakim di siding pengadilan.

Penghentian penututan tindak pidan dilakukan berdasarkan
kewenangan dari Penuntut Umum vyaitu pada asas dominus litis.
Penuntut umum dominus litis dalam hal penuntutan, ia bebas untuk
menetapkan peraturan pidana man yang akan didakwakan dan mana
yang tidak."*

Hal ini tertulis eksplisit dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHAP, yakni :

Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan
penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara
ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut
dalam surat ketetapan.

PERJA Nomor 15 Tahun 2020 pasal 4 menyebutkan
Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan
kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran,
pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat dan
kepatutan,kesusilaan, dan ketertiban umum. Tindak pidana
dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya
berdasarkan keadilan restorative dalam hal terpenuhi syarat
tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana , tindak
pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam

11 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta, 2008, him.160
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dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan
tindak pidana dilakukan dengan nilai kerugian yang
ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.
2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Keadilan restorative
tidak berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap
orang, tubuh , nyawa, dan kemerdekaan orang.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan restorati
dilakukan dengan memenuhi syarat sesuai pasal 5 ayat (6) Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Pengehntian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu :

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), penghentian
penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif di lakukan dengan
memenuhi syarat:
a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang
dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana
kepada korban;
2) mengganti kerugian korban;
3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak
pidana;
4) memperbaiki kerusakan yang ditmbulkan dari akibat
tindak pidana;

Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan
Restorative Justice digunakan sebagaiman pertimbangan penuntut
umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara
dilimpahkan ke pengadilan berdasarkan Pasal 6 peraturan Kejaksaan

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.
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4. Kejaksaan Republik Indonesia

Sejak awal berdiri kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia
mengalami perkembangan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Pada awal masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada
tanggal 19 Agustus 1945, Rapat PPKI memutuskan mengenai
kedudukan Kejaksaan berada di dalam lingkungan Departemen
Kehakiman.*? Perubahan besar terjadi ketika Presiden Soekarno
membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsekuensi dari perubahan
plitik yang terjadi adalah Presiden menata ulang lembaga-lembaga dan
institusi pemerintahan dengan keadaan yang baru.*®

Definisi Kejaksaan dapat ditemukan di Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia yaitu:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam

Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Penuntutan Umum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh

Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim.

2 Ibid, him. 67.
13 Khairul Anwar, “Kepentingan umum dalam weenang jaksa agung mengesampingkan

perkara pidana’ diunduh tanggal 14 Maret 2023 dari https://books.google.co.id/books.
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5. Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2020 tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) diatur bahwa Keadilan
Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban , keluarga pelaku/korban, dan pihak lain
yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil
dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan

bukan pembalasan.

Liebman mengemukkan pendapatnya mengenai Restorative

Justice sebagai berikut :

Restorative Justice has become the term, generally used for an
approach to criminal justice (and other justice system such as a
school diclipinary sytem) that emphasizes restoring the victim
and community rather than punishing the offender artinya
adalah Keadilan restorative telah menjadi suatu istilah yang
sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagi
system pemidanaan seperti system sekolah kedisiplinan) yang
menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan
lingkungan kepada keadaan semula disbanding menghukum
sang pelaku tindak pidana.**

Menurut Kevin I. Mirror dan J.T.Marrison menyatakan bahwa
Restorative Justice dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan

kepada perilaku kejatahan untuk memulihkan kerugian yang diderita

Y Miriam Liebman, “Restorative Justice : How It Woeks”.diunduh tanggal 23 Juni 2023 dari
http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-
content/uploads/2014/07/Marian_Liebmann_Restorative Justice How It WordBookZZ.org_.pdf.



http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-content/uploads/2014/07/Marian_Liebmann_Restorative_Justice_How_It_WordBookZZ.org_.pdf
http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-content/uploads/2014/07/Marian_Liebmann_Restorative_Justice_How_It_WordBookZZ.org_.pdf
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oleh para korban kejahatan untuk memudahkan perdamian antar pihak-

pihak yang bertentangan.®

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan
retoratif lebih mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan
oleh penuntu umum dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sam
mencari penyelesain yang adil dengan menekankan pemulihan kembali

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

6. Faktor yang Memengaruhi dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Melalui Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor
15 Tahun 2020

Menurut Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :*°

a. Faktor Hukumnya Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-
undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut
mempunyai dampak positif. Artinya, agar undangundang tersebut
mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan
(status) dan peranan (role). Seorang yang mempunyai kedudukan
tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).
Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat,
sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Penegakan hukum tidak mungkin
berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana

> Kevin I. Mirorr dan J.T. Morrison, “ A Theoritical Study and Critique of Restorative
Justice”. Diunduh tanggal 23 Juni 2023 dari https:/file.hukum.uns.ac.id/data/PDIH%20File/e-
book/Restorative%20Justice.%20Theory%20and%20Practice.pdf.

16 Soerjono Soekanto, Pokok — Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) him 62



https://file.hukum.uns.ac.id/data/PDIH%20File/e-book/Restorative%20Justice.%20Theory%20and%20Practice.pdf
https://file.hukum.uns.ac.id/data/PDIH%20File/e-book/Restorative%20Justice.%20Theory%20and%20Practice.pdf
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dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

. Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan

bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap
warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai
kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan
hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.
Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menghindari adanya duplikat atau hasil plagiat karya penelitian

yang telah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya, maka penulis telah

melakukan penelusuran literatur mengenai penegakan hukum terhadap tindak

pidana pencurian dan penggelapan . Hasil dari penelusuran tersebut ditemui

skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi penulis yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.
Keaslian Penelitian
No | Penulis Judul Membahas Perbedaan
1 | Dian Restorative 1.apakah dasar yuridis Fokus kajian
Daniati Justice penerapan Restorative skripsi ini
(B1A0132 | terobosan Justice dalam adalah
25) dalam penyelesaian perkara penyelesaian
Universita | penyelesaian malpraktik profesi dokter | perkara
S perkara menurut hukum positif di | malpraktik
Bengkulu | malpraktik Indonesia? profesi dokter
o profesi dokter | 2.apakah manfaat menurut
pada kasus | penerapan Restorative hukum positif

2022.

7 Dian Daniati, Restorative Justice terobosan dalam penyelesaian perkara malpraktik profesi
dokter pada kasus rumah sakit taiar sela kota Bengkulu, Skripsi Universitas Bengkulu, Bengkulu,
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rumah  sakit | Justice dalam di Indonesia
taiar sela kota | penyelesaian perkara atau yang
Bengkulu malpraktik profesi dokter | sedang
3.bagaimana peraturan berlaku pada
Restorative Justice saat ini
sebagai alternative dalam
penyelesaian perkara
malpraktik profesi dokter
menurut hukum
positif di masa sekarang
2. | Dea Bela | Penerapan 1.bagaimana penerapan Fokus kajian
Nelika Restorative Restorative Justice ini adalah
(B1A0180 | Justice terhadap tindak pidana penyelesaian
51) terhadap penganiayaan ringan tindak pidana
Universita | tindak pidana | wilayah polres kaur? penganiayaan
S penganiayaan | 2.apa faktor dan faktor
Bengkulu | ringan di | penghambatan dalam penghambat
18 wilayah penerapan restorative dalam
hukum polres | justice ringan diwilayah | penerapan
kaur hukum polres kaur Restorative
terhadap tindak pidana Justice
penganiayaan? terhadap

tindak pidana
penganiayaan

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dan berdasarkan hal tersebut

terdapat empat kata kunci dalam penelitian hukum yang perlu diperhatikan

antara lain, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.*® Diadakan pemeriksaan,

penandaan, dan rekonstruksi yang mendalam terhadap suatu fakta yang

8 Dea Bella Nelika, Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan

ringan di wilayah hukum polres kaur, Skripsi Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2022.

9 Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D”, Alfabeta, Bandung, 2017,

Him.2
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tujuannya agar dapat memecahkan masalah dari suatu kasus yang menjadi

objek penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum
empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode
penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil
dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara
maupun perilaku nyata yang dilakukan pengamatan langsung. Penelitian
enpiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia

yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.?

b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian
deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin
tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.?! Maka penelitian
pada penelitian ini akan mendeskripsikan pelaksanaan Restorative
justice pada penghentian tindak pidana pencurian berdasarkan Keadilan
restorative di Kejaksaan Negeri Kaur dan kriteria yang digunakan

Penuntut Umum dalam pelaksanaan Restorative justice pada

20 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif,
Pustaka Pelajar, 2010, him 280.
2 Soerjono Seokanto, Metode Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2010,hlm.10
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pengehentian penuntutan tindak pidana pencurian berdasarkan Keadilan

Restoratif di Kejaksaan Negeri Kaur.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris atau sosiologis, menurut Soetandyo
Wignyosoebroto, merupakan jenis penelitian dengan pendekatan
nondoktrinal. Penelitian nondoktrinal berupa studi-studi empiris untuk
menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses
bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut dengan sosio
legal research. Pendekatan penelitian yang menggunakan metode
penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan studi hukum dalam
aksi tindakan (law in action) karena penelitian jenis ini menyangkut
hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya
dalam masyarakat.*

Pendekatan penelitian empiris terdiri dari penelitian terhadap
identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian
hukum empiris moogli pola perilaku yang ludup dalam masyarakat
sebagai gejala yuridis melalu ungkapan perilaku nyata (actual behavior)
yang dialami anggota masyarakat. Perilaku nyata berfungsi ganda,
sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh

masyarakat, serta sekaligus menjadi berul normative yang hidup dalam

22 Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika masalahnya,
ELSAM & HUMA, Cel.i 1, Jakarta, 2022, him.164.
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masyarakat, perilaku itu dibenarkan, diterima dan dihargai oleh
masyarakat karena tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan
dengan ketertian umum, dan tidak bertentangan dengan tata Susila
masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertitik tolak-tolak dari primer
dasar, yaitu data yang melalui penelitian lapangan yang menekankan
langkah-langkah ~ pengamatan, wawancara ataupun penyebaran
kuisioner.?

Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas
masalah-masalah yang telah dirumuskan Penelitian menggunakan
pendekatan penelitian hukum empiris. Alasan penelitian penggunakan
pendekatan penelitian ini karena penelitian memang akan mengambil data
di lapangan untuk melihat kronologi atau keadaan lapangan yang
berkaitan dengan pelaksanaan Restorative Justice terhadap tindak pidana

pencurian dan penggelapan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kaur.

3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan himpunan obyek penelitian
dengan ciri yang sama dapat berupa himpunan orang, benda (hidup
atau mati), gejala-gejala, tingkah laku-tingkah laku, pasal perundang-

undangan, kasus-kasus hukum, waktu, tempat, alat-alat pengajaran,

28 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bhakti, 2004,
hl.54-55.
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cara-cara, dll yang mendapat kesempatan untuk terpilih sebagai unsur
dalam sampel yang akan diteliti.?* Adapun populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh pelaku dan korban pencurian dan penggelapan ,
seluruh jaksa di Kejaksaan Negeri Kaur yang menangani kasus tindak
pidana pencurian dan penggelapan ini.
b. Sampel
Sampel termasuk kedalam bagian dari populasi dengan sampel
responden ditentukan melalui teknik sampling yang digunakan ialah
puposieve sampling atau penarikan sampel bertujuan, dilakukan
dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam
penelitian ini yang dijadikan sebagai sampel adalah pihak-pihak yang
ikut andil dalam melakukan penangan terhadap kasus pemerkosaan
terhadap anak kandung. Dengan demikian dalam metode ini harus
didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang
peneliti.25 Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :
1) Novy Saputra,S.H selaku Kepala seksi tindak pidana umum
Kejaksaan Negeri Kaur yang pernah menangani perkara pencurian

dan penggelapan diselesaikan melalui Restorative Justice .

% Tim Penyusun, Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana,
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2022, him.41.

® Herawan Sauni DKk, Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program
Sarjana Bengkulu, Januari 2020, Him. 43.
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3)

4)

5)

6)

7)
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Maria Margareta Astari, S.H selaku Jaksa yang pernah
menangani perkara pencurian dan penggelapan yang diselesaikan
melalui Restorative Justice .

Mira Sepyanti selaku korban kasus pencurian AS Bin Nurman
Efendi dan Abdul Manap selaku korban Kasus penggelapan Al
Bin Zamhari yang diselesaikan melalui Restorative Justice .

AS Bin Nurman Efendi selaku pelaku kasus pencurian dan Al Bin
Zamhari selaku pelaku kasus penggelapan yang diselesaikan
melalui Restorative Justice .

HS Bin Mar selaku pelaku kasus pencurian dan CA bin Andesta
selaku pelaku kasus penggelapan yang tidak berhasil diselesaikan
melalui Restorative Justice .

Edi Baksir selaku korban kasus pencurian dan kta Saputra korban
kasus penggelapan yang tidak berhasil diselesaikan melalui
Restorative Justice

Roni Agusman selaku kepala desa kasus pencurian dan Syahrol
Ahdi selaku kepala desa kasus penggelapan yang diselesaikan
melalui Restorative Justice dan Buyung kepala desa yang tidak

berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice .
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4. Data Dan Sumber Data
a. Data Primer
Menurut Soerjono Soekanto, bahwa data primer atau data
dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan
utama, yaitu perilaku warga masyarakat tentang penelitian.® Data
primer ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan
mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar
pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya dan dapat
dikembangkan saat proses wawancara dengan dibatasi sesuai aspek-
aspek masalah yang menjadi fokus penelitian. Data primer ini
digunakan untuk memperoleh keterangan yang valid dan dapat
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang ada.
b. Data sekunder
Data sekunder merupakan jenis data yang mencakup
dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan,
dan buku-buku?’. Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis
gunakan adalah literatur berupa buku-buku yang terkait dengan
tindak pidana pencurian dan penggelapan , jurnal hukum, situs

internet yang berkaitan dengan penerapan restorative justice

%% Sperjono Soekanto, Op Cit, HIm. 12.
27 Soerjono Soekanto,op.cit.,hlm,12.
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terhadap tindak pidana pencurian dan penggelapan di wilayah

kejaksaan negeri kaur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengmpulan data yang akan digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, pertanyaan
yang akan diajukan sesuai dengan konteks yang dibutuhkan oleh
peneliti dalam permasalahan.?

Data-data tersebut harus dikumpulkan agar dapat memecahkan
permasalahan dari pokok masalah dalam penelitian . dalam penelitian
ini peneliti menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan sekunder
untuk langkah pemecahan masalahnya.”® Dengan teknik pengumpulan

data yang akan digunakan sebagai berikut.

a. Wawancara
Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi
dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara
merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.** Dalam
penelitian ini peneliti melakukan komunikasi dan interaksi dengan

para responden yang menjadi responden dalam penelitian.

8 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan peneltian hukum, Pt Citra Adya Bhakti, Bandung,
2004, him. 172.

2% Cholis Narbuko Dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001,
him.81

%% Ronny Hanitijo Soemitro, op.cit.,him.57.
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b. Studi Dokumen
Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
ada awal setiap penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif
maupun empiris.®* Dalam hal ini untuk mendapatkan data sekunder
dari penelitian ini, perlu dilakukan pengkajian dan mempelajari
bahan-bahan kepustakaan berupa bahan-bahan hukum baik bahan

hukum primer, sekunder atau bahkan tersier.

6. Pengolahan Data
Pengelolaan data merupakan proses penelitian dimana data
yang telah terkumpul diolah. Pengolahan data pada umumnya
dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan

sistemasi pada data yang telah terkumpul.*

Cara tersebut merupakan

tahap-tahap yang dapat diuraikan sebagai berikut :*

a. Pemeriksaan data (editing), adalah suatu kegiatan pemeriksaan
apakah data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat
dipertanggung jawabkan kebenaranya.** Peneliti menggunakan
tahap ini dengan cara melakukan pengecekan kembali terhadap

data-data yang telah diberikan kode dalam tahap coding data yang

telah disusun sebelumnya oleh peneliti agar dapat diringkas dengan

%! Soejono Soekanto,op.cit him.44

%2 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, HIm. 172
%% Herawan Sauni Dkk, Op.Cit, HIm. 45.

% Ronny Hanitijo Soemitro, Op.Cit, HIm. 64.
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bahasa yang lebih jelas dan rapi tujuannya agar data dapat
menjawab pertanyaan secara lebih teliti dan mudah dipahami.

b. Penandaan data (coding) adalah pemberian tanda pada data yang
telah diperoleh sebelumnya, penandaan tersebut bisa perupa
penomoran, penggunaan tanda-tanda, simbol atau kata-kata tertentu
yang menunjukkan golongan atau kelompok klasifikasi data
berdasarkan pada jenis-jenis dan sumbernya. Tujuannya adalah agar
dapat menyajikan data-data yang telah diperoleh secara sempurna

dan memudahkan rekonstruksi serta analisis terhadap datanya.®

7. Analisis Data

Setelah melakukan pengolahan data, maka penulis akan
mulai menganalisis data, untuk menganalisis data yang telah
diperoleh dalam penelitian pelaksanaan penegakan hukum dalam
tindak pidana pencurian dan penggelapan. Penulis menyusun atau
menggolongkan sesuai dengan metode induktif-deduktif atau
sebaiknya. Inductive method, method of inferring from particular to
general, deductive method, method of inferring from general to
particular.®*® Dalam terjemahan bahasa indonesia metode induktif

dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat

%% Herawan Sauni Dkk, Op.Cit, HIm. 45
% Soerjono Soekanto,op cit,him.5.
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khususu ke data yang bersifat umum.sedangkan metode deduktif
dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat
umum kedata yang bersifat khusus.

Data yang diperoleh baik data sekunder maupun data primer
yang dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Jadi, analisis
deduktif penulis menganalis data lapangan dengan aturan, dengn
teori, dengan pendapat sarjana dari aturan kitab undang-undang
hukum pidana, dan restorative justice dikerangka pemikiran.
Sedangkan analisis induktif penulis adalah keterangan pelaku
pencuri dan pelaku penggelapan, jaksa yang menangani kasus

pencurian dan penggelapan di Kejaksaaan Negeri Kaur.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana merupakan sebuah salah satu bentuk dari “perilaku
yang menyimpang di masyarakat” yang akan senantiasi ada dan melekat
pada setiap elemen masyakarat. Sehingga tiada suatu  lingkungan
masyarakat yang tanpa tindak pidana. perilaku menyimpang tersebut
merupakan suatu ancamaan nyata terhadap suatu norma dan kaidah
sosial sebab norma itu adalah pondasi dari kehidupan dalam masyarakat
dalam menciptakan keteraturan sosial, sebab apabila dibiarkan dapat
mengakibatkan goncangan individual maupun goncangan sosial dan
merupakan ancaman Yyang kongkret atau potensial bagi berlangsungnya
ketertiban sosial. Dalam kerangka demikian, Marc ancel berpendapat
bahwa tindak pidana “a human and social problem” Artinya, Tindak
pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan

masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusian.*’

Pencurian menurut segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari

kata “curi” yang mendapatkan awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri

%7 Supriyadi, « Penetapan Tindak Pidana sebagai dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang
Pidana Khusus” Jurnal Mimbar Hukum, Vol 27, No, Oktober 2015, him.390

29
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artinya mengambil milik orang lain tanpda izin atau dengan tidak sah,
biasanya dengan sembunyi-sembunyi.®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi”
adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah
biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” bearti orang yang mencuri

atau maling. “Curian” berarti hasil mencuci atau barang yang dicuri.

Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.39

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu
barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang
lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Tindak pidana
pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap
harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP
Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari Pasal
362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan
dalam beberapa jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 363 KUHP),
pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan
(Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal
367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai
ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan
tempat tindak pidana itu dilakukan.*

2. Pengaturan Hukum Beserta Unsur-Unsur Pidana Pencurian
Sumber hukum dari pidana pencurian adalah hukum yang
tertulis induk peraturan hukum pidana positif adalah kitab undang-

undang hukum pidana (KUHP) nama asli alah “Wetbhoek Van

%8 Zainab Ompu Jaunah (et al), « Sisi Pembangunan Indonesia”. Diunduh tanggal 12 Februari
2023 dari https://ubl.ac.id/monograph-ubl/index.php/Monograf/download/36/61/308-?inline=1.

%9 KBBI, Curi, diunduh tanggal 5 Agustus 2023 dari situs: https://kbbi.web.id/

40 Rusmiati, loc.cit
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Strafrescht Voor Nederlandsch Indie (W.V.S)” Tanggal 15 Oktober
1915 No 33 dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, W.v.S.v.N.1, ini
merupakan kopian (turunan) dari Wetboek van strafrecht Negeri
Belanda, yang selesai dibuat Tahun 1881 dan mulai berlaku Tahun
1886."

Tindak pidana pencurian dimuat dalam kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan BAB XXII yang mana membagi
pencurian menjadi beberapa macam, penjatuhan pidana dalam
pencurian sesuai dengan klasifikasi tindak pidana penacurian, dalam
Pasal 362 menyatakan:

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

sebagian kepunyaa orang laian dengan maksud untuk dimiliki

secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan
pidana penjara paling lima tahun atau denda paling banyak

Sembilan ratus rupiah.

Pencurian yang disebut dalam Pasal 362 KUHP adalah
pencurian biasa atau pencurian dalam bentuknya pokok, yang ancaman
pidananya maksimal lima tahun penjara, kemudian Kketegori
selanjutnya adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu terdapat dalam
Pasal 363 ayat (1) angka 2, karena didalamnya terdapat faktor-faktor
yang memberatkan ketika pencurian tersebut dilakukan, seperti waktu

ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus,

kecelakaan kereta api, kapal terdampar, dan bahaya perang. Hal ini

1 Sudarto, Hukum Pidana, Jilid 1, Semarang: Yayasan Sudarto, Cet, Ke 2, 1990,hlm 15
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menunjukan bahwa peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan seperti
ini, terjadi kepanikan dan kekacauan sehingga memudahkan pelaku
pencurian untuk melakukan aksinya.

Pasal 362 tersebut merupakan bentuk pokok dari pecurian yang
mana mengandung unsur-unsur:
a. Unsur Obyektif, yang meliputi:

1) Mengambil, unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran
sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengambil yang
diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat
yang lain, ini berarti membawa barang dibawa kekeuasaannya
yang nyata. Perbuatan mengambil bearti perbuatan yang
mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang dimaksud
adalah mengambil untuk dikuasi, maksudnya adalah waktu
pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam
kekuasaannya, apabila waktu tersebut bukan termasuk pencurian
tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang
tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan tersebut harus
dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki, apabila
seserang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak
termasuk pencurian.*?

2) Unsur Barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain. Pengertian barang juga telah mengalami proses
perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-
barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak),
teteapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta
benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana
aliran listrik ternasuk penegrtian barang yang dapat menjadi
obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi
dari seseorang . barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat
menjadi obyek pencurian yaitu barang-barang dalam keadaan res
mullus (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan
res derelictae.”

2 R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya,
(Bogor: Politea, 191), him, 2016.

*3 H.A.K. Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku 1), Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1989, him. 19
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Unsur objektif adalah perbuatan manusia pada umumnya
diatur dalam perundang-undangan. Unsur objektif ini mengandung
delik formil dan materil, dimana keduanya disebutkan akibat tertentu
yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang hanya dirumuskan
akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang
menimbulkan akibat itu. Sedangkan delik formilnya ialah delik yang
dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang
dilarang.*

b. Unsur Subyektif, yang meliputi:*

1).Dengan maksud, istilah ini terwujud dalam kehendak, atau
tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

2) Untuk memiliki.

3) Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang
dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku.
Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik
orang lain.

Suharto juga menjelaskan mengenai unsur obyek yang terdapat
dalam rumusan tindak pidana bahwa pada umumnya tindak pidana
yang diatur dalam Undang-undang, unsur-unsurnya terdiri dari
unusr lahir atau “unsur obyektif”. Karena apa pun yang terjadi
yang tampak adalah wunsur lahir. Suharto juga mengutip
pendapatnya Moeljatno yang mengatakan bahwa, “perbuatan yang
mengandung kelakukan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu
kejadian dalam alam lahir”. Namun demikian adakalanya sifat
perbuatan melawan hukum tidak saja terletak pada unsur obyektif,
tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku.

* Diah Ayu Lestari, “Tindak pidana Pencurian Tindak Pidana Pencurian dalam tindak
pidana pencurian dalam perspektif hukum positif dan hukum islam”. Diunduh tanggal 10 meret 2023
dari
file:///IC:/Users/ASUS/Downloads/TUGAS%ARTIKEL%20DIAH%20AY U%20LESTARI%2018.250
0.054%20(1).pdf

5 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Jakarta: PT.Raja Grafika Persada,
2002, him.91
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Maka akibat yang terjadi dari perbuatan menjadi tidak penting.
Misalnya , kelakuan dalam tindak pidana pencurian dirumuskan
dengan istilah mengamil barang, yang merupakan inti dari delik
tersebut. Adapun akibat dari kelakukan yang kcurian menjadi
miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, itu tidak
penting dimasukkan dalam rumusan tidak pidana pencurian.*

Jadi kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang
dipakai dalam KUHP dalam menenetukan tidak dapat dipertanggung
jawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif. Deskriptif karena
keadaan jiwa digambarkan apa adanya oleh psikiater dan normative
karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemerikasaan,
sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mapunya tersangka
untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Maka kesimpulannya
suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila
sudah dinyatakan salah. Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam
KUHP khususnya dalam buku Il adalah mengandung maksud agar

diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang

dilarang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian
Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa kategori tindak pidana
pencurian, antara lain:

a. Pencurian Biasa

%6 Syharto. R.M, Hukum Pidana Materiil, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, him.37.
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Pencurian biasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana kerena
mencuri dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau
dengan denda sebanyak-banyaknya Sembilan ribu rupiah.

Dari pengertian Pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian
ini adalah sebagai berikut :

1). Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”.
Mengambil untuk dikuasainya maksudnya untuk pnelitian
mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada
pergerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan
mengalihkan kelain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan
mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

2). Yang diambil adalah “barang”
Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah
setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Penegertian
ini adalah wajar, karena jika tidak ada niali konomisnya, sukar
dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya
mengambil sesuati itu sedang diketahuinya bahwa yang akan
diambil itu tiada nilai ekonominya.

3). Status barang itu “ sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang
lain”.
Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang
lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sebuah sepeda
itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian
barang itu milikinya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan
pasal ini.

4).Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki
barangitu dengan melawan hukum (melawan hak).
Maksudnya memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap
barang itu seperti halnya seoorang pemilik, apakah itu akan dijual,
dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain
semata-mata tergantung kepada kemauannya. */

*" Suharto RM, Hukum Pidana Materil, Unsur-unsur Obyektif sebagai dasar Dakwaan,
Jakarta: Sinar Grafika, 2002, him.38
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b. Pencurian ringan
Pencurian ringan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) pada Pasal 364 KUHP yang berbunyi :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5 asal saja
tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang
tertutup yang ada rumhnya, jika harga barang yang di curi itu tidak
lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena
pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan
atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.

Pencurian ini adalah pencurian yang dlam bentuk pokok, hanya saja
barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang
penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri
tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah namun pencuriannya
dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada
rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan.*®

Pencurin ringan juga diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No 2 Tahun 2012 tentang penyelesaian Batasan Tindak Pidana
Ringan (Tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP. Perma ini ditujukn
untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipirng dalam

KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan

keringanan kepad hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan

“8p. AF, Lamintang, Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan),
Bandung: Slnar Baru, 2009, him. 50
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pencurian dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak
dapat ditahan.
. Pencurian Dalam Keluarga
Pencurian dalam keluarga diatur dalam Kltab Undan-Undang
Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 367 KUHP.
Pasal 367 ayat (1) yang berbunyi:
Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab
ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak
terpish meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka
terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan
dituntutan pidana.
Pasal 367 ayat (2) yang berbunyi:
Jika dia suami (istri) yang sudah terpisah meja dan ranjang atau
harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau
semenda, baik dalam garis lururs maupun garing menyimpang
derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan
penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
Pasal 367 ayat (3) yang berbunyi:
Jika menurut lembaga matrilineal, kekuasaan bapak dilakukan
orang lain dari bapak kandung (sendiri), maka ketentuan dari ayat
diatas berlaku juga bagi orang itu.
Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP
ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku

maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam keluarga

Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan
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(sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri

atau suaminya.*

B. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan
Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372
KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu
benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena
penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau dend
paling banyak Rp.900.000.

Rumusan itu disebut/dibel kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas
tidak memberi arti sebaga membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang.
Seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan verduistering yang ke dalam
bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi
masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (figurlijk), bukan diartikan
seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak
terang atau gelap.™

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut diatas, jika dirinci

terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (zicht

toe.igenen), sesuatu benda (eening goed), yang sebagian atau seluruhnya

14

* Moeljatno, Kuhp kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bumi Aksara, Jakarta, 2008, him.

%0 Zainal Abidin, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, him.28.
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milikorang lan, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan

unsurunsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opettelijk), dan

penggelapan melawan hukum (wederrechtelijk).>*

Unsur Objektif

a. Perbuatan memiliki ~ Zicht toe.igenen diterjemahkan dengan perkatan
memiliki, menggangp sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara
melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam
putusannya No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa :

Perkataan Zicht toe.igenen dalam bahasa Indonesia belum ada

terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan

dengan perkataan mengambil atau memiliki.>?

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaanya dengan
memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada
pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki
(benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa
unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang
dalam penggelapan.®® Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar
ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh
unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan,

memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingakh laku atau perbuatan

*! Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, him. 43.
52 .
Ibid
*% Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,Refika Aditama,
Bandung, 2008, him.56.
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yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak
disyaratkan benar-enar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki
ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi
memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa
unsur objektif, maka memiliki itu haris ada bentuk/wujudnya, bentuk mana
harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya

penggelapan.>

b. Unsur objek kejahatan (sebuah benda)
Benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan
berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana
dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya,
sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energy
listrik juga akhirnya dapat menajdi objek pencurian. Berbeda dengan benda
yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai
benda yang bergerak dan berwujud daja.>®

c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah
dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda

milik suatu badan hukum, seperti milik Negara adalah berupa benda yang

54 H
Ibid.
*®> Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, him 32.
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tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang
lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi
objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai
pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat
sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja

asalkan bukan petindak sendiri.®

. Benda berada dalam kekuasaanya bukan karena kejatahan.

Disini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua
bukan karena kejatan. Perihal unsur berada dalan kekuasaannya telah
disinggung diatas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila
antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnya,
sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap
benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu
harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat
melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya,

dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu

him 96.

> Adami Chazawi, kejahatan terhadap harta benda edisi revisi, media Nusa Creative, 2022,
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(perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat
berbuat secara langsung).”’
Unsur Subjektif
a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan
maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya/patut diduga olehnya” dan
sebagainya; dan
b. Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit/tertulis dalam

perumusan pasal maupun tidak.>®

Penghentian Penuntutan Tindak Pidana

1. Pengertian Penuntutan
Definisi penuntutan terdapat didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Republik
Indonesia.
Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan
agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sdiang pengadilan dalam hal
dan cara yang telah diatur Hukum Acara Pidana.
Menurut Wirjono Prodjodikoro, penuntutan merupakan penyerahan
perkara seorang Terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan

permohonan, supaya hakim meemeriksa dan kemudian memutuskan perkara

pidana itu terhadap Terdakwa. Sudarto menyatakan bahwa tindakan

him 97

" Adami Chazawi, kejahatan terhadap harta benda edisi revisi, media Nusa Creative, 2022,

*% Ibid, him 100
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penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si Tersangka kepada
Hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan.*®
Penuntutan merupakan tindakan Kejaksaan untuk melimpahkan
perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan agar
diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan. Pelaku pelanggaran
pidana yang akan dituntut adalah yang terbukti bersalah dan telah memenuhi
unsur-unsur tindak pidana ang disangkakan didukung oleh barang bukti yang
cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.
2. Asas-asas Penuntutan
Dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas
penuntutan yaitu:
a. Asas Legalitas
Asas legalitas merupakan asas yang mewajibkan kepada
Penuntut Umum untuk segera melakukan penuntutan terhadap
seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Artinya, asas
legalitas lebih dimaknai setiap perkara hanya diproses di Pengadilan
setelah ada tuntutan dan gugatan terhadapnya.

b. Asas Oportunitas

% Djoko Prakoso, 1985, Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat, Ghalia Indonesia,
Jakarta, him 20.
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Asas oportunitas merupakan asas yang memberikan wewenang
kepada Penuntut Umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap
seseorang Yyang melanggar peraturan hukum pidana karena
penuntutannya akan meruigikan kepentingan umum. Pada dasarnya
asas ini merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas. Artinya
demi kepentingan umum asas legalitas dapat dikecualikan. Dalam
prakteknya asas oportunitas disebut dengan istilah deponering yaitu
Jaksa Agung mempunyai wewenang mengesampingkan perkara demi
kepentingan umum.®®

Asas oportunitas tidak dapat digunakan secara sembarangan.
Asas ini hanya berlaku jika kepentingan umum benar-benar dirugikan,
selain itu tidak semua Jaksa dapat memberlakukan asas ini. Artinya
hanya Jaksa Agung yang dapat melaksanakan asas ini sebagaimana
diatur dalam Pasa 35 huruf ¢ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Jaksa Agung mempunyai
tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan

umum.®

% Hari Sasangka, 2007, Penyidikan, penahanan, penuntutan dan Praperadilan dalam Teori

dan Praktek, CV. Mandar Maju, Bandung, HIm.155

him.10

81 Ramelan, 2006, Hukum acara Pidana Teori dan Implementasi, sumber limu Jaya, Jakarta,



45

3. Alasan Dilakukan Penghentian Penuntutan
Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkara dihentikan
penuntutannya adalah sebagai berikut:
a. Alasan tidak cukup bukti

Pada tingkat suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak
pidana maka penyidik harus melakukan proses untuk mencari dan
menemukan bukti permulaan yang cukup sebelum dilakukan
penyidikan. Kemudian ketika ternyata ditemukan adanya bikti
permulaan yang cukup maka penyidikan memebrikan laporan kepada
penyidik agar melakukan proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan tugas penyidik yaitu mencari dan
melengkapi bukti-bukti serta tersangka tindak pidana. Apabila
penyidikan dianggap telah selesai oleh penyidik, maka penyidik
menyerahkan berkas perkara ke penuntutan umum agar segera
dilakukan proses prapenuntutan sesuai dalam Pasal 110 ayat (1)
KUHAP. Dan apabila penyidik tidak menemukan bukti cukup maka
penyidikan dapat dihentikan sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP.®

b. Alasan bukan merupakan tindak pidana
Tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam oleh

undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan

%2 Daniel Ch. M, Tampoli, “Penghentian Penuntuan Perkara Pldana Oleh Jaksa Berdasarkan
HUkum acara pidana “ Journal Lex Privatum. VI/No.2/feb/2016,him.128
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kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung
jawab. Dalam hal bukan merupakan tindak pidana adalah ketika
dilakukan penyelidikan dan penuntutatan ternyata perkara tersebut
bukan termasuk dalam perkaran tindak pidana melainkan perkara
perdata. Untuk menentukan bahwa seseorang telah melakukan yaitu
di pengadilan diaman pengadilan tersebut merupakan wewenang
dari hakim yang memeriksa perkara yang oleh penuntut umum telah

diajukan.®®

Dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP disebutkan bahaw:
Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa
terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak
pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
hukum.
c. Dasar penghentian penuntutan
Adapun dasar-dasar yang digunakan dalam penghentian
penuntutan karena ditutupi demi kepentingan hukum meliputi
beberapa hal yaitu:
1) Karena Tersangka/Terdakwa meninggal dunia.
Apabila Terdakwa meninggal dunia dengan sendirinya
menurut hukum menutup tindakan penuntutan. Hal ini sesuai

dengan asas hukum vyang dianut bahwa suatu perbutan

tindakpidana hanya dapat dipertangungjwabkan epada orang

% 1hid
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yang melakukan sendiri tindak pidana tersebut. Dengan
demikian apabila pelaku telah meninggal dunia, lenyap dengan
sendirinya peratanggungjawaban atas tindak pidana yang
bersangkutan, dan pertanggungjwaban itu tidak dapat
dipindahkan kepada keluarga atau ahli waris Terdakwa.
Dasarhukumnya terdapat dalam Pasal 77 KUHP yang
menentukan bahwa hak untuk melakukan penuntutan itu hapus
karena meninggalnya Terdakwa.®*
2) Atas alasan Ne Bis In Idem

Alasan ini menegaskan tidak boleh menuntut dan
menghukum seseorang dua kali atas pelanggaran tindak pidana
yang sama. Seseorang hanya boleh dihukum satu kali saja atas
suatu kejahatan atau pelanggaran tindak pidana yang sama. Oleh
karena itu apabila Penuntut Umum menerima berkas
pemeriksaan dari penyidik, kemudian dari hasil penelitian yang
dilakukan ternyata apa yang disangkakan kepada Tersangka
adalah peristiwa pidana yang telah dituntut dan diputu oleh
hakim dalam satu siding pengadilan dan putusan itu telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika demikian halnya,

Penuntut Umum harus menutup pemeriksaan perkara demi

® Trene Trinita Makarewa, Debby Telly Antow, Daniel F. Aling, “Analisis Penghentian
penyidikan dan Penuntutn Berdasarkan Kuhap”, Journal Lex Crimen Vol.X/No.9/Ags/2021, him 91.
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hukum. Dasar hukumna terdapat dalam Pasal 76 KUHP yang
mengingatkan orang akan berlakunya asas ne bis idem di dalam
hukum acara pidana.®®
3) Daluwarsa

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab
gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan
hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.
Dalam perspektif kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
bahwa pada dasarnya semua pelaku ( dalam arti luas) dari suatu
tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana,
akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang
menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam
hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa. Hal ini sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana
hapus karena daluwarsa.®®

Berdasarkan kriteria tersebut dapat disebutkan dasar
pengehntian penuntutan adalah Pasal 77 KUHP karena
Tersangka/Terdakwa meninggal dunia, Pasal 76 KUHP atas

alasan Ne Bis Inldem, dan Pasal 78 KUHP 3 Daluwarsa.

65 i
Ibid
% Indah febrianti Kaligis, “ Daluarsa Penuntutan pidana ditinjau dari pasal 78 Kitb Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP)”, Journal Lex Crimen Vol.VII/No.1/Jan-Mar/2018, him. 142.
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4. Tata Cara Penghentian Penuntutan
Tata cara penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat
(2) huruf b, ¢ dan d KUHAP dan penghentian penuntutan dituangkan
dalam surat ketetapan yang disebut SKP2 (Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan). Surat ini merupakan surat ketetapan untuk menghentikan
penuntutan yang diterbitkan oleh Penuntut Umum setelah dilakukan
penelitian ternyata tidak cukup alat bukti untuk membuktikan Terdakwa
telah melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu, selanjutnya haarus
ditempuh prosedur sebagai berikut:
a. Isi surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada
Tersangka dan bila ditahan harus dibebaskan;
b. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada
Tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan
Negara, penyidik dan hakim;

c. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, Penuntut Umum
dapat melakukan penuntutan terhadap Tersangka.

D. Kejaksaan

1. Pengertian dan Sejarah Kejaksaan
Definisi Kejaksaan dapat ditemukan di Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
yaitu:
Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan
adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di

bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-
undang.
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan
merupakan lembaga pemerintahan yang termasuk ke dalam lembaga
eksekutif dan Kejaksaan merupakan aparat Negara yang melaksanakan
kekuasaan Negara.

Dalam lembaga Kejaksaan, aparat yang bertugas untuk
melaksanakan fungsi Kejaksaan disebut Jaksa. Jaksa berasal dari bahasa
Sansekerta yaitu adhyaksa yang bearti pengawa atau pengontrol masalah
kemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, Jaksa adalah
pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak
sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan menurut Pasal 1 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juncto Undang-Undang (UU)
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa
adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-
Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta
wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Terdapat pula istilah Penuntutan Umum dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia yaitu:

Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-
Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan
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penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-
undang.

Kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia
banyak mengalami perubahan baik pengaturannya dalam Undang-Undang
maupun secara kelembagaan. Pada zaman Kerajaan Majapahit system
seperti Kejaksaan sudah dikenal dengan nama Adhyaksa yang dialankan
oleh Gajah Mada.®” Tugas Gajah Mada pada saat itu sebagai alat Negara
atau wakil dari raja dalam hal melaporkan perkara ke pengadilan. Jadi
kedudukan Kejaksaan sejak zaman dahulu kala sebagai alat Negara dan
pertanggungjwabannya kepada kepala Negara yang diduduki oleh Hayam
Wuruk.

Setahun setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden, pemerintah dan
DPR mengesahkan Undang-Undang Kejaksaan yang pertama selam
sejarah Negara, yakni Undang-Undang NOmor 15 Tahun 1961 tentang
poko-pokok Kejaksaaan Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang
Nomor 15 Tshun 1961 tentang Pokok-pokok Kejaksaan Republik
Indonesia disebutkan bahwa Kejaksaan merupakan alat Negara penegak
hukum dan alat revolusi yang tugasnya sebagai Penuntut Umum. Ketika
kekuasaan Presiden Soekarno beralih kepada Presiden Soeharto,
perubahan pada Kejaksaan juga terjadi. Undang-Undang Nomor 15

Tahun1961 hingga tahun1991 dan mengalami perubahan menjadi

87 Marwan Effendy, 2005, Kejaksaan RI: (Posisi dan fungsinya dari perspektif Hukum),
gramedia Pustaka Utama , Jakarta, him.56
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1991 terus berlaku hingga Negara Indonesia memasuki era reformasi.®®
Masa Reformasi hadir di tengah gencanya berbagai sorotan
terhadap pemerintahan Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada,
khususnya dalam penangan tindak pidana korupsi. Karena itu memasuki
masa reformasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.
Kehadiran Undang-Undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran
dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainya. Maka dari
awal terbentuk hinggs sekarang, Kejaksaan merupakan suatu institusi yang
berda dibawa ranah eksekutif. Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini
dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaam
Republik Indonesia sebagai lemabaga Negara pemerintah yang

melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan.®

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan
Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 30A, Pasal 30B, Pasal 30C

yaitu:

Pasal 30A

%8 Ibid, hIm.62.
% 1hid
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Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan
penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak
pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan

penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;

b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan

pelaksanaan pembangunan;

c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga
intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam
maupun di luar negeri;

d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan

e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan
yustisial Kejaksaan ;

b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial
tertentu demi terwujudnya keadilan;

c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang
melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan
kompensasinya;

d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk
pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;

e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan
verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum
yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk
menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang
berwenang;

f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan
dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang;

g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang
pengganti;

h. mengajukan peninjauan kembali; dan

i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang
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khusus  yang  mengatur  mengenai  penyadapan  dan
menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

3. Peran Penting Kejaksaan Dalam Penghentian Penuntutan
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang
melaksanakan kekuasaan Negara di Bidang penuntutan yang harus
melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka terlepas
dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.
Wewenang untuk mengehntikan penuntutan dimiliki oleh Penuntut
Umum. Wewenang penghentian penuntutan terdapat dalam Pasal 140
ayat (2) huruf a KUHAP, yang berbunyi:
Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan
penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara
ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut
dalam surat ketetapan.
Penghentian penuntutan suatu perkara yang dimaksud dalam
Pasal 140 ayat (2) KUHAP vyaitu hasil pemeriksaan penyidikan tindak
pidana yang disampaikan penyidik, tdakdilimpahkan Penuntutan
Umum ke sidang pengadilan. Tetapi hal itu bukan dimaksudkan untuk
mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum tersebut.
Salah satu kewenangan penting yang dimiliki oleh Penuntut

Umum adalah penerbitan Surat Ketetapan Pengehntian Penuntutan

(SKP2). Surat yang seharunya merupakan surt ketetapan untuk



55

menghentikan penuntutan yang diterbitkan oleh Penuntutan Umun

setelah dilakukan penelitian ternyata tidak cukup alat bukti untuk

E. Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

1. Pengertian Keadilan Restoratif ((Restorative Justice)

Pengertian keadilan restorative dapat ditemukan di PERJA Nomor
24 Tahun 2021 perbuahan atas PERJA 15 Tahun 2020 pasal 1 ayat (1)
yang menyatakan bahwa:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana

dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban, dan

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian
yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan
semula, dan bukan pembalasan.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) atau dikenal dengan
istilah “reparative justice” adalah suatu pendekatan keadilan yang
memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, Pelaku kejahatan,
dan juga melibatkan peran serta masyrakat, dan tidak semata-mata
memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.”

Liebman mengemukan pendapatnya mengenai Restorative Justice
sebagai berikut :

Restorative justice has become the term generally used for an

approach to criminal justice (and other justice systems such as a

school diclipinary system) that emphasies restoring the victim an

community rather than punishing the offender Artinya adalah
Keadilan restorative telah menjadi suatu istilah yang duah umum

" Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari, 2018,  Penerapan prinsip Restorative Justice dalam
sistem Peradilan pidana di Indonesia”, Jurnal AI’Adl, Vol. 10 No.2 Juli 2018, hm. 177.
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digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem

pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang

menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan
lingkungan kepada keadaan semula disbanding menghukum sang
pelaku tindak pidana.”

Marien Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative
Justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk
menegmbalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak
oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan
lebih lanjut.

Umbriet menjelaskan bahwa:

Restorative justice is a victim centered response to crime that

allows the victim, the offender, their families, and representatives

of the community to addres the harm caused by the crime”

(keadilan restorative adalah sebuah tanggapan terhadap tindak

pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban,

pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka dan para
perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan
kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.’

Menurut Kevin 1. Miror dan J.T Morrison menyatakanbahwa
Restorative Justice dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada
perilaku kejahatan untuk memulihakn kerugian yang diderita oleh para

korban kejahatan untuk memudahkan perdamaian antar pihak-pihak yang

saling bertentangan.”

™ Mirian Liebman, loc.cit.

"2 Henny Saida Flora, “Pendekatan Restoratie justice dala penyelesaian perkara pidana
dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”, Jurnal Law Pro Justitia Vol. I, No 2, Juni 2017, him.51

3 Kevin I. Miror dan J.T. Morrison, Loc. cit
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Berdasarkan pendapat daitas dapat disimpulkan bahwa Restorative
Justice lebih mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan
oleh penuntut umum dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku
atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari
penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalsan.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam Restorative Justice
Pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan Restorative Justice
dapat ditemukan di Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang menyatakan
bahwa :
a. Korban
Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik,
mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh
suatu tindak pidana.
b. Penuntut Umum
Penuntut Umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oelh
undang-undang  untuk  melakukan  penuntutan  dan
melaksanakan penetapan hakim.
c. Tersangka
Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau

keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga
sebagai pelaku tindak pidana.
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Pihak lain yang terlibat dalam melaksanakana Restorative Justice
adalah masyarakat yang turut membantu dalam mengintegrasikan dua
belah pihak, baik korban maupun pelaku.”

3. Keadilan Restoratif dalam Lembaga Peradilan Pidana

Praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah
mengadopsi prinsip Restorative Justice sebagai salah satu cara untuk
menyelesaikan suatu perkara pidana. Peraturan yang dibuat oleh setiap
institusi tersebut pada intinya mengatur bagaimana prinsip Restorative
Justice dapat diaplikasikan dalam penyelesaian perkara pidana di setiap
tingkatan proses penegakan hukum pidana sejak tahap penyelidikan dan
penyidikan, tahap penntutan, dan juga pada tahap pemeriksaan di sidang
pengadilan.

Pada Tahap Penuntutan Pedoman untuk melakukan penghentian
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice) terdapat
dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Dalam PERJA Nomor 15 Tahun
2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative merupakan

bagian dari kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi

™ Zico Junius Fernando, “Pentingnya Restorative justice dalam konsep lus Constituendum,”
Jurnal pemerintahan dan politik Islam 253 Vol.5, No. 2, 2020, him.259
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kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya
penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoe ning buiten process).”
Penghentian  penuntutan  berdasarkan  Restorative  Justice
dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan
huum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negative, penghindaran
pembalasan, respond an keharmonisan masyarakat dan kepatutan ,
kesusilaan, dan keteriban umum. Tindak pidana dapat ditutup demi hukum
dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif falam hal
terpenuhi syarat tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana,
tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan
pidana penjara tidaklebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana dilakukan
dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari
tindak pidana tidak lebh dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah). Keadilan restoratif tidak berlaku untuk tindak pidana yang
dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang.’®
Penghentian  penuntutan  berdasarkan  Restorative  Justice
dilakukan dengan memenuhi syarat sesuai Pasal 5 ayat (6) Peraturan
Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu :

’® Reynaldi Sinyo Wakkary, Jolly ken Pongoh, Deizen D. Rompas, “ Implementasi Prinsip
Restorative Justice dalam sistem penuntutan berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun
20207, Lex Crimen Vol.X/No.9/Ags/2021, him.116.

" bid, him.117
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Selain memenuhi syarat ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pengehntian penuntutan
berdasarkan Keadilan Restoratif di lakukan dengan memiliki
memenubhi syarat :
d. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang
dilakukan oleh Tersangka dengan cara :
5). Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana
kepada korban;
6). Mengganti kerugian korban;
7).Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
e. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dn
Tersangka;
f.  masyarakat merespon positif.

Pemenuhan syarat penghentian  penuntutan  berdasarkan
Restorative Justice digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum
untk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke
pengadilan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2020.

4. Faktor yang Memengaruhi dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Melalui Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Jaksa Nomor
15 Tahun 2020

Menurut Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :"’

a. Faktor Hukumnya Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-
undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut
mempunyai dampak positif. Artinya, agar undangundang tersebut
mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan

(status) dan peranan (role). Seorang yang mempunyai kedudukan
tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant).

77 Soerjono Soekanto, Pokok — Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2009) him 62



61

Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat,
sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

. Faktor Sarana atau Fasilitas Penegakan hukum tidak mungkin
berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana
dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

. Faktor Masyarakat Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap
warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai
kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan
hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.
Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum,
merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan.



BAB Il
PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN
PENGGELAPAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE
Berdasarkan wawancara dengan Maria Margaretha Astari Selaku Penuntut
Umum Kejaksaan Negeri Kaur tentang Penghentian penuntut berdasarkan Restorative
Justice Proses pelaksanaan perdamaian perkara tindak pidana melalui Restorative
Justice menggunakan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagai berikut Upaya
Perdamaian tercantum dalam Pasal 7 PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yaitu :
1) Penuntut Umum  menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan
Tersangka.
2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa
tekanan, paksaan dan intimidasi.
3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksus pada ayat (2) dilakukan pada

tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas
tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kaur bertujuan untuk
memulihkan kembali hak-hak korban yang telah dirugikan oleh Tersangka akibat dari
perbuatan pidana Pengembalian hak tersebut dapat berupa bukti fisik seperti uang
tunai, barang atau bentuk lainnya dalam benda berwujud. Bisa juga berbentuk non

fisik seperti permohonan maaf secara lisan kepada pihak Korban."

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh

Kejaksaan Negeri Kaur sudah mulai diterapkan dengan baik. Hal ini terlihat

"8 Wawancara dengan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur, Maria Margaretha Astari,
F.S, di Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 09 Agustus 2023
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dengan jumlah perkara yang sudah berhasil ditangani dengan cara penghentian
penuntutan sebanyak 26 (dua enam) perkara. Dari 26 (dua enam) perkara kasus
tersebut, semuanya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian atas persetujuan
bersama dari para pihak yang terlibat.”

Dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan
restoratif terdapat syarat yang harus dipenuhi agar tujuan keadilan retoratif
tersebut dapat tercapai. Adapun syarat pengehntian penuntutan berdasarkan
Keadilan Restoratif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) PERJA Nomor 15 Tahun
2020 yang berbunyi:

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukm dan dihentikan
penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi
syarat sebagai berikut:

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

b. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan
pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan

c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian
yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain 3 (tiga) syarat diatas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi yang

terdapat dalam Pasal 5 ayat (6) Perja yang berbunyi:

Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pengehentian penuntutan berdasarkan
Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan
oleh Tersangka dengan cara:

" Wawancara dengan kepala seksi tindak pidana umum di Kejaksaan Negeri Kaur, Novy
Saputra di Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 09 Agustus 2023
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1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada
Korban;

mengganti kerugian Korban;

menggant biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
masyarakat merespon positif.

o

Berdasarkan kasus yang diteliti yakni tindak pidana pencurian dimana
nilai barang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah) dan tindak
pidana penggelapan dimana nilai ganti rugi uang sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dan penyerahan sebidang tanah seluas lebih kurang 280
meter persegi. Dilihat dari pasal 5 ayat (1) huruf ¢ PERJA Nomor 15 Tahun 2020
tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kasus
tersebut melebihi syarat jumlah kerugian sebesar Rp. 2.500.00,- (dua juta lima
ratus ribu rupiah) namun untuk proses penyelesaian kedua perkara ini
dilakakukan melalui restorative justice, untuk itu akan dijelaskan mengenai
proses penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan melalui
Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kaur.

Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative
Justice Di Kejaksaan Negeri Kaur.

Kronologi kasus Pencurian berdasarkan Surat Ketetapan Penyelesaian
Perkara BErdasarkan Restoratif Kepala Kejaksaan Negeri Kaur : Print-
88/L.7.6/E0h.2/02/2023 perihal Penghentian Penuntutan Tersangka AS Bin
Nurman Efendi bermula pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 bertempat

di rumah korban di Desa Kepala Pasar, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten
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Kaur telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang
bernama Aditia Saputra Bin Nurman Afendi, Umur 18 Tahun , pekerjaan pelajar,
terhadap korban yang bernama Mira Sepyanti , Pekerjaan PNS, yang dalam
proses penyelesaian kasusnya dilakukan dengan cara Restorative Justice melalui
mediasi perdamaian yang dimediasi oleh jaksa yang menangani perkara ini
dengan aparat desa setempat. Dari hasil penyelesaian kasus pencurian tersebut
berhasil dicapai kemufakatan damai dengan penyelesaian dilakukan secara
musyawarah mufakat tingkat desa sehingga perkara pidananya tidak diteruskan
ke pengadilan.

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian maka
kasus tersebut dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kaur.
Kemudian Kejaksaan Negeri Kaur memproses perkara tersebut dan menawarkan
kepada para pihak untuk tidak melanjutkan perkara dengan melakukan
Penghentian  Penuntutan berdasarkan Restorative Justice. Tahap-tahap
pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif diatur
dalam PERJA Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur tata cara pelaksanaan
penghentian penuntutan di Kejaksaan. Berdasarkan hasil wawancara yang
dilaksanakan dengan pihak Kejaksaan Maria Margaretha Astari, F.S., selaku
Penntut Umum yang berwenang menangani tindak pidana pencurian tersebut,
tahap pelaksanaan penghentian penuntutan melalui Restorative Justice di

Kejaksaan Negeri Kaur sebagai berikut:
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1. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat
penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
Setelah pihak kepolisian selesai memperoses perkara tersebut pada tahap
penyidikan dan penyidik (tahap satu), selanjutnya pihak Kepolisian
melimpahkan perkara tersebut kepada pihak Kejaksaan sebagai lembaga yang
berwenang untuk melakukan penuntutan.

2. Penuntut Umum memanggil para pihak secara terpisah dan bertanya kepada
semua pihak yang terlibat mulai dari Tersangka, Korban, keluarga Tersangka/
keluarga Korban dan perwakilan masyarakat yaitu kepala desa/ Tokoh adat.

3. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Kaur

4. Upaya perdamaian sebagaimana dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan
intimidasi.

5. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan
Tersangka. Sehingga Kedua belah pihak menyetujui kasus perkara ini
dihentikan melalui Restorative Justice. Upaya perdamaian yang ditawarkan
oleh Penuntut Umum harus memenuhi persyarat tertulis sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Jika tidak terpenuhi syarat dalam menawarkan
penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice tersebut. Maka
wawancara, upaya perdamaian ditawarkan dengan alasan kemanusiaan dan
Tersangka bersedia membayar kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak
pidana yang dilakukan. Penuntut Umum menganggap Tersangka memiliki

itikad baik untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya.
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6. Setelah kedua belah pihak menyetujui penawaran untuk perdamaian, maka
Penuntut Umum akan melanjutkan ke proses perdamaian selanjutnya.

7. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
Penuntut umum menjadi fasilitator dalm proses perdamaian fasilitator
merupakan Penuntut Umum yang menangani suatu perkara memberikan
fasilitas untuk terjadinya proses upaya perdamaian. Fasilitator mempunyai
kewajiban membantu menyelesaikan permasalahan para pihak melalui proses
perundingan(negosiasi) tanpa terlalu jauh masuk dalm upaya perdamaian
tersebut. Fasilitaor dalam proses perdamaian antara Korban Mira Sepyanti dan
Tersangka AS bin Nurman Efendi dalam tindak pidana Pencurian Pasal 362
KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa mengambil baran sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama
lima tahun atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus rupiah).
Fasilitator membuka proses perdamaian dan menyatakan tertutup
untuk umum (agar proses perdamaian dapat berjalan aman, tentram dan tidak
ada intervensi dari pihak lain). Setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta
tata tertib pelaksanaan proses perdamaian selanjutnya fasilitator menjelaskan
mengenai waktu, tempat dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan

telah dilakukan oleh Tersangka AS bin Nurman Efendi sebagai berikut:

a. Tersangka
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1) Telah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Mira Sepyanti
selaku Korban.

2) Tersangka sepakat melakukan perdamaian bersyarat, dengan cara
pihak Tersangka mengganti uang kompensasi perdamaian sebesar Rp.
2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada saat tahap
penyidikan;

b. Korban

1) Telah menerima permintaan maf dari tersangka AS Bin Nurman
Efendi.

2) Telah memaafkan perbuatan Tersangka.

3) Meminta agar penanganan perkara tidak dilanjutkan ke tahap
berikutnya yaitu tahap persidangan.

c. Masyarakat
Masyarakat yang hadir pada saat proses perdamaian berlangsung
adalah saksi yang mengetahui keadilan tersebut yaitu;

1) Nurman Efendi sebagai ayah dari Tersangka. Kehadiran ayah
Tersangka diperlukan karena pada saat proses perdamaian berlangsung
harus ada perwakilan dari keluarga Tersangka.

2) Roni Agusman sebagai Kepala Desa Korban. Kehadiran Kepala Desa
Korban diperlukan karena pada saat proses perdamaian berlangsung

harus ada perwakilan dari Korban.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan korban Mira Sepyanti

menyatakan bahwa:

Saya mempunyai rasa kasihan terhadap pelaku dan pelaku
sudah mengakui kesalahannya dan ingin meminta maaf kepada
saya beserta ingin mengembalikan kerugian sehingga saya
sudah iklas memaafkan pelaku dan mau melakukan perdamain
dengan pelaku. ¥

Dalam memperoleh data yang lebih jelas, maka dilakukan

wawancara dengan pelaku AS Bin Nurman Eendi, yang menyatakan

Saya sangat menyesal dengan perbuatan apa yang sudah saya
lakukan dan saya berjanji kepada diri saya sendiri tidak akan
mengulangi kesalahan yang sama dan saya bersyukur masih
diberi kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang
lebih baik lagi dan saya beribu terima kasih kepada ibu Mira
Sepyanti sudah memaafkan kesalahan saya ini.®*

Setelah dilakukan proses perdamaian para pihak sepakat

perdamaian dilakukan dengan tersangka dan korban sepakat
melakukan perdamaian bersyarat, dengan cara pihak Tersangka
mengganti uang kompensasi perdamaian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua

uta enam ratus ribu rupiah) pada saat tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban Mira Sepyanti

menyatakan bahwa:

Adanya kesepakatan perdamaian bersyarat yaitu pelaku
membayar uang kompensasi sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta

2023

8 \Wawancara dengann Korban Mira Sepyanti, di rumah korban , tanggal 20 agustus 2023
81 Wawancara dengan pelaku AS Bin Nurman Efendi, di rumah korban tanggal , 09 Agustus
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enam ratus ribu rupiah) pada saat tahap penyidikan untuk
mengganti kerugian yang telah dilakukan korban.

8. Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan tersangka membuat
kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
Berdasarkan kesepakatan dari pihak korban Mira Sepyanti dan Tersangka AS
Bin Nurma Efendi maka diperoleh hasil kesepakatan perdamaian sebagai
berikut:

a. Upaya perdamaian telah ditawarkan dan pihak Tersangka maupun Korban
menyetujui untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian.

b. Bahwa kedua belah pihak telah menyadari bahwa kejadian tersebut
merupakan kekhilafan dari Tersangka, barang bukti juga dikembalikan
kepada Korban apabila perdamaian telah tercapai.

c. Tersangka dan korban sepakat melakukan perdamaian bersyarat, dengan
cara pihak Tersangka mengganti uang kompensasi perdamaian sebesar Rp.
2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada saat tahap penyidikan.

d. Bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan satu sama lainnya.

9. Setelah perdamaian tercapai anatara pihak, maka proses perdamaian
dilanjutkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk meminta persetujuan apakah
perkara tersebut diterima atau ditolak dalam hal upaya pengehentian
penuntutan berdasarkan Restorative Justice.

10. Setelah Kejaksaan Tinggi Bengkulu menerima maka selanjutnya diadakan

Ekspose perkara.
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11. Ekspose perkara atau gelar perkara Restorative Justice perkara atas nama
tersnagka AS Bin Nurman Efendi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kaur dan
Kejaksaan Tinggi Bengkulu dihadapan jaksa agung Muda Pidana Umum
(Jampidum) Kegiatan tersebut berupa pemaparan perkara yang telah selesai
dilakuka prses perdamain di Kejaksaan Negeri yang dilakukan secara online
melalui zoom meeting.

Berdasarkan wawancara dengan Maria Margaretha Astari, F.S.
selaku Penuntut Umum yang menangani kasus Tersangka AS bin Nurman
Efendi, alur pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif
mengalami perubahan yang cukup berpengaruh teruama terhadap Penuntut
Umum itu sendiri. Dari semula PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dijalankan,
pengajuan hasil perdamaian yang telah disepakati dilaporkan oleh Penuntut
Umum yang berwenang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sampai
akhirnya Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengeluarkan Surat Hasil
Keputusan Permintaan Pengehentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana.
Namun, saat ini terjadi peubahan alur pelaksanaan penghentian penuntutan.
Penuntut umum harus melakukan kegiatan expose perkara atau gelar perkara
kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sebelum Kepala Kejaksaan

Tinggi mengeluarkan Surat Hasil Keputusan tersebut.
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12. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) menilai perkara atas
nama tersangka AS Bin Nurman Efendi layak untuk diterima permohonan
perdamaiannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maria Margaretha Astari F.S

selaku Penuntut Umum menyatakan bahwa:

Proses penghentian penuntutanya pun sangat ketat karena
diputuskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Hal ini
dilakukan untuk menjaga kebijakan pengehntian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, di samping berbagai
produk hukum yang telah diterbitkan oleh Jaksa Agung melalui
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah Mengintruksikan
kepada seluruh satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia untuk
membentuk unib keadilan restoratif di wilayah hukum masing-
masing, seperti rumah keadilan restoratif, di Kaur sendiri terdapat
Berendo Restoratif di desa Cuku Enaw Kecamatan Padang Guci
dibawah naungan Kejaksaan Negeri Kaur.

13. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Mengeluarkan Surat Ketetapan
Penyelesaian Perkara Berdaarkan Keadilan Restoratif.

14. Kejaksaan Negeri Kaur menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntut
Kepada Tersangka AS Bin Nurman Efendi , melakukan Pengembalian barang
bukti kepada korban. Tersangka AS Bin Nurman Efendi dibebaskan dan dapat
kembali kemasyarakat.

B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Melalui

Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Kaur.

Kronologi Kasus penggelapan ini pada waktu yang tidak dapat

ditentukan secara pasti bertempat di desa kasuk baru kecamatan tetap kabupaten
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kaur provinsi Bengkulu, Tersangka menyampaikan kepada korban ABDUL
MANAP bahwa tersangka mendapat jatah sub agen LPG 3 Kg yang baru untuk
di 4 wilayah kecamatan di kabupaten kaur dan tersangka mendapatkan kuota
sebanyak 1000 tabung gas LPG 3 Kg yang mana pangkalan tersebut akan
terlaksana di akhir bulan Desember 2020 atau di awal Januari 2021. Kemudian
Korban ingin juga membuka pangkalan gas LPG 3 Kg sehingga Tersangka
menawarkan kepada korban untuk membantu pengurusan pangkalan gas tersebut
dan tersangka menawarkan kepada korban sebanyak 400 tabung gas LPG 3 Kg
dengan uang yang harus disiapkan oleh korban sebesar 60.000.000,00, lalu
tersangka kembali menawarkan sebanyak 200 tabung gas LPG 3 Kg kepada
korban padahal pangkalan gas dan kuato sebanyak 400 tabung gas LPG 3 Kg
belum terwujud sama sekali. Atas penyampaian dan penawaran Tersangka
tersebut, Korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada Tersangka secara
bertahap untuk mengurus pangkalan gas LPG 3 Kg vyaitu sebesar
Rp.83.000.000,00. Kemudian Tersangka memberikan nomor registrasi kepada
Korban yaitu 238901000892020. Lalu Korban mendatangi Agen Pangkalan Gas
LPG di sulau yaitu kepada YUNIARTI selaku Kepala Gudang PT.Kaur Permai
Sejati yang bergerak di bidang agen LPG 3 Kg sehingga Korban mengetahui
bahwa nomor registrasi tersebut bukan nomor registrasi yang menunjukan
Korban Bermitra dengan PT.Kaur Permai Sejati sebagai Agen Pangkalan Gas
LPG 3 Kg di Kabupaten Kaur atau dengan kata lain nomor registrasi tersebut

adalah palsu dan diketahui bahwa Tersangka tidak pernah melakukan pengurusan
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pangkalan gas LPG 3 Kg untuk korban sehingga pangkalan gas tersebut dan
kuota sebanyak 600 tabung gas LPG 3 Kg hingga akhir Desember 2020 sampai
dengan awal Januari 2021 sebagaimana yang dijanjikan oleh Tersangka kepada
korban tidak terwujud.

1. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat
penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
Setelah pihak penyidik (tahap satu), selanjutnya pihak Kepolisian
melimpahkan perkara tersebut kepada pihak Kejaksaan.

2. Penuntut Umum memanggil para pihak secara terpisah dan bertanya kepada
semua pihak yang terlibat.

3. Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Kaur.

4. Upaya perdamaian sebagaimana dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan
intimidasi.

5. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban Al Bin
Zamhari dan Tersangka Abdul Manap. Sehingga Kedua belah pihak
menyetujui kasus perkara ini dihentikan melalui Restorative Justice. Upaya
perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum harus memenuhi
persyarat tertulis sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Jika
tidak terpenuhi syarat dalam menawarkan penghentian penuntutan
berdasarkan Restorative Justice tersebut. Maka wawancara, upaya

perdamaian ditawarkan dengan alasan kemanusiaan dan Tersangka bersedia
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membayar kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana yang
dilakukan.
. Setelah tersangka Al Bin Zamhari dan korban Abdul Manap menyetujui
penawaran untuk perdamaian, maka Penuntut Umum akan melanjutkan ke
proses perdamaian selanjutnya.
. Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
Penuntut umum menjadi fasilitator dalm proses perdamaian fasilitator
merupakan Penuntut Umum yang menangani suatu perkara memberikan
fasilitas untuk terjadinya proses upaya perdamaian. Fasilitator mempunyai
kewajiban membantu menyelesaikan permasalahan para pihak melalui
proses perundingan (negosiasi) tanpa terlalu jauh masuk dalam upaya
perdamaian tersebut. Fasilitator dalam proses perdamaian antara Korban
Abdul Manap dan Tersangka Al bin Zamhari dalam tindak pidana
Penggelapan Pasal 372 KUHP yang berbunyi:
Barangsiapa yang sengaja memiliki dengan cara melawan hak suatu
barang yang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan
barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena tindak kejatahan
maka akan dihukum dengan tindakan penggelapan yang hukumnya
penjara maksimal 4 tahun.
Fasilitator membuka proses perdamaian dan menyatakan tertutup
untuk umum (agar proses perdamaian dapat berjalan aman, tentram dan tidak

ada intervensi dari pihak lain). Setelah menjelaskan maksud dan tujuan serta

tata tertib pelaksanaan proses perdamaian selanjutnya fasilitator menjelaskan
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mengenai waktu, tempat dan uraian singkat tindak pidana yang disangkakan
telah dilakukan oleh Tersangka Al bin Zamhari sebagai berikut:
a. Tersangka

1) Telah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak Abdul Manap
selaku Korban.

2) Tersangka sepakat melakukan perdamaian bersyarat, dengan car pihak
Tersangka mengganti uang kompensasi perdamaian sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan satu bidang tanah ukuran panjang
28m lebar 10m pada saat tahap penyidikan.

b. Korban

1) Telah menerima permintaan maf dari tersangka Al Bin Zamhari.

2) Telah memaafkan perbuatan Tersangka Al Bin Zamhari.

3) Meminta agar penanganan perkara tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya
yaitu tahap persidangan.

c. Masyarakat
Masyarakat yang hadir pada saat proses perdamaian berlangsung adalah

saksi yang mengetahui keadian tersebut yaitu;

1). Mislan, SIP sebagai kepala desa dari Tersangka Al Bin Zambhari.
Kehadiran Kepala Desa Tersangka diperlukan karena pada saat proses

perdamaian berlangsung harus ada perwakilan dari Tersangka.



77

2). Syahrol Ahdi, S.E sebagai Kepala Desa Korban. Kehadiran Kepala Desa
Korban diperlukan karena pada saat proses perdamaian berlangsung harus

ada perwakilan dari Korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban Al Bin Zamhari
menyatakan bahwa:
Saya mempunyai rasa kasihan terhadap pelaku dan pelaku sudah
mengakui kesalahannya dan ingin meminta maaf kepada saya
beserta ingin mengembalikan kerugian sehingga saya sudah
iklas memaafkan pelaku dan mau melakukan perdamain dengan
pelaku. &
Untuk memperoleh data yang lebih jelas, penulis melakukan
wawancara dengan pelaku Al Bin Zamhari, yang menyatakan bahwa:
Saya sangat menyesal dengan perbuatan apa yang sudah saya
lakukan dan saya berjanji kepada diri saya sendiri tidak akan
mengulangi kesalahan yang sama dan saya bersyukur masih
diberi kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih
baik lagi dan saya beribu terima kasih kepada bapak Abdul
Manap sudah memaafkan kesalahan saya ini.%®
Setelah dilakukan proses perdamaian para  pihak sepakat
perdamaian dilakukan dengan tersangka dan Korban sepakat melakukan
perdamaian bersyarat, dengan cara pihak Tersangka mengganti uang
kompensasi perdamaian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

dan satu bidang tanah ukuran panjang 28m lebar 10m pada saat tahap

penyidikan.

82 \Wawancara dengann Korban Mira Sepyanti, di rumah korban , tanggal 20 agustus 2023
8 Wawancara dengan pelaku Al Bin Zamhari, di rumah korban tanggal , 09 Agustus 2023
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Berdasarkan hasil wawancara dengan korban Abdul Manap

menyatakan bahwa:

Adanya kesepakatan perdamaian bersyarat yaitu pelaku
membayar uang kompensasi perdamaian sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan satu bidang tanah ukuran
panjang 28m lebar 10m pada saat tahap penyidikan untuk
mengganti kerugian yang telah dilakukan korban.

8. Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban Abdul Manap dan tersangka

Al Bin Zamhari membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan

Penuntut Umum. Berdasarkan kesepakatan dari pihak korban Abdul Manap

dan Tersangka Al Bin Zamhari maka diperoleh hasil kesepakatan perdamaian

sebagai berikut:

a.

Upaya perdamaian telah ditawarkan dan pihak Tersangka Al Bin
Zamhari maupun Korban Abdul Manap menyetujui untuk dilanjutkan
dengan proses perdamaian.

Bahwa kedua belah pihak telah menyadari bahwa kejadian tersebut
merupakan kekhilafan dari Tersangka, barang bukti juga dikembalikan
kepada Korban apabila perdamaian telah tercapai.

Tersangka dan korban sepakat melakukan perdamaian bersyarat, dengan
cara pihak Tersangka mengganti uang kompensasi perdamaian sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan satu bidang tanah ukuran

panjang 28m lebar 10m pada saat tahap penyidikan.

8 Wawancara dengann Korban Abdul Manap, di rumah korban , tanggal 15 agustus 2023
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d. Bahwa kedua belah pihak sudah saling memaafkan satu sama lainnya.

Setelah perdamaian tercapai anatara pihak Tersangka Al Bin Zamhari dan
Korban Abdul Manap, maka proses perdamaian dilanjutkan ke Kejaksaan
Tinggi Bengkulu untuk meminta persetujuan apakah perkara tersebut diterima
atau ditolak dalam hal upaya pengehntian penuntutan berdasarkan Restorative
Justice.
Setelah Ekspose perkara atau gelar perkara Restorative Justice perkara atas
nama tersangka Al Bin Zamhari dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kaur dan
Kejaksaan Tinggi Bengkulu dihadapan jaksa agung Muda Pidana Umum
(Jampidum) Kegiatan tersebut berupa pemaparan perkara yang telah selesai
dilakuka prses perdamain di Kejaksaan Negeri yang dilakukan secara online
melalui zoom meeting.

Berdasarkan wawancara dengan Maria Margaretha Astari, F.S.
selaku Penuntut Umum yang menangani kasus Tersangka Al bin Zamhari,
alur pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif mengalami
perubahan yang cukup berpengaruh terutama terhadap Penuntut Umum itu
sendiri. Dari semula Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dijalankan,
pengajuan hasil perdamaian yang telah disepakati dilaporkan oleh Penuntut
Umum yang berwenang kepada kepala kejaksaan tinggi. Sampai akhirnya
kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Hasil Keputusan Permintaan

Pengehentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana. Namun, saat ini terjadi
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perubahan alur pelaksanaan penghentian penuntutan. Penuntut umumnya

harus melakukan kegiatan expose perkara atau gelar perkara kepada Jaksa

Agung Muda Tindak Pidana Umum sebelum Kepala Kejaksaan Tinggi

mengeluarkan Surat Hasil Keputusan tersebut.®®

11. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) menilai perkara atas

nama tersangka Al Bin Zamhari layak untuk diterima permohonan

perdamaiannya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Maria Margaretha Astari F.S

selaku Penuntut Umum menyatakan bahwa:
Proses penghentian penuntutanya pun sangat ketat karena
diputuskan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Hal ini
dilakukan untuk menjaga kebijakan pengehntian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu, di samping berbagai
produk hukum yang telah diterbitkan oleh Jaksa Agung melalui
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum telah Mengintruksikan
kepada seluruh satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia untuk
membentuk unib keadilan restoratif di wilayah hukum masing-
masing, seperti rumah keadilan restoratif, di Kaur sendiri terdapat
Berendo Restoratif di desa Cuku Enaw Kecamatan Padang Guci
Hulu dibawah naungan Kejaksaan Negeri Kaur.®

12. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Mengeluarkan Surat Ketetapan
Penyelesaian Perkara Berdaarkan Keadilan Restoratif.

13. Kejaksaan Negeri Kaur menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntut

Kepada Tersangka Al Bin Zamhari , melakukan Pengembalian barang bukti

8 Wawancara penelitian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur , Maria margareta Astari ,di
Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 9 Agustus 2023

8 Wawancara penelitian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur , Maria margareta Astari ,di
Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 9 Agustus 2023
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kepada korban Abdul Manap. Dan Tersangka Al Bin Zamhari dibebaskan

dan dapat kembali kemasyarakat.

14. Kejaksaan Tinggi Bengkulu menerima maka selanjutnya diadakan Ekspose
perkara.

Berdasarkan Narasumber yang sudah saya lakukan wawancara pada penelitian
yaitu dengan pelaku kasus pencurian AS Bin Nurman Efendi dan Korban Mira
Sepyanti serta pelaku kasus Penggelapan Al Bin Zamhari dan Korban Abdul Manap
yang sudah saya wawancara. Adapun untuk narasumber yang lainnya sudah saya
datang ketempat narasumber tetapi narasumbernya ada yang tidak mau di jadikan
sampel dalam penelitian saya dan ada juga sudah tidak tinggal di tempat yang terjadi

peristiwa tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas dari keluarnya PERJA Nomor 15 Tahun 2020
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice disini terlihat
bahwa Peraturan kejaksaan ini menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara
pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan
kesepekatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan
hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan

untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan .

Peraturan Kejaksaan ini korban dan pelaku tindak pidana pencurian dan
penggelapan diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan dan

menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban pencurian dan
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penggelpana telah memaafkan pelaku tindak pidana pencurian dan penggelapan dan
akan berakhir perdamaian tanpa penyelesaian melalui jalur persidangan. Sehingga
penerapan Restorative Justice dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana
pencurian dan penggelapan telah terpenuhi kesepakatan antara para pihak yang
terkait, pihak korban dan keluarga, pelaku dan keluarga, serta masyarakat sehingga
telah tercapainya kesepakatan antara para pihak korban dan pihak pelaku, pada kasus
pencurian Tersangka AS Bin Nurman Efendi dan kasus penggelapan Tersangka Al

Bin Zamhari telah berhasil melakukan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri kaur.



BAB IV
FAKTOR PENGHAMBAT RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELALU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DAN PENGGELAPAN DI KEJAKSAAN

NEGERI KAUR

Penerapan Restorative Justice dalam penanganan tindak pidana pencurian
dan penggelapan di Pengadilan Negeri Kaur dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk
penyelesaian perkara diluar pengadilan secara konseptual akan lebih sesuai dalam
melakukan upaya penindakan dan saksi kesepakatan perdamaian terhadap pelaku
tindak pidana pencurian dan penggelapan dengan korban, dalam rangka perlindungan
pelaku terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang pelaku melakukan tindak pidana.
Namun kemudian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ide penyelesaian kasus
secara damai atau pendekatan Restorative Justice pada kasus pencurian dan
penggelapan tersebut tidak mudah diimplementasikan dalam lingkup masyarakat
pada saat ini.

Upaya penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana
pencurian dan penggelapan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kaur oleh
Penyelidik belum terlaksana secara keseluruhan, hal ini bisa dilihat dengan adanya
beberapa kasus pencurian dan penggelapan yang proses penyelesaiannya tidak
berhasil dilakukan melalui restorative justice di Kejaksaan Negeri Kaur.

Dari proses penyelesaian perkara pencurian dan penggelapan yang

diupayakan oleh Kejaksaan Negeri Kaur dalam menyelesaikan kasus tindak pidana

83
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pencurian dan penggelapan dapat dikatakan semuanya belum berhasil, dikarenakan
ada saja hambatan yang dialami oleh penyelidik Kejaksaan Negeri Kaur. Dari
penyelesaian perkara pencurin dan penggelapan yang diselesaikan secara Restorative
Justice setiap tahunnya masih ada perkara-perkara yang tidak berhasil diselesaikan
secara Restorative Justice.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Kaur Novi Saputra, menjelaskan bahwa penerapan Restorative
Justice pada tindak pidana pencurian dan penggelapan di Kejaksaan Negeri Kaur.
Dilihat dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan secara Restorative Justice
terdapat 1 kasus pencurian dan 1 penggelapan yang tidak berhasil diselesaikan
melalui Restorative Justice. Dalam hal ini memang dalam konsep restorative justice
harus mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak antara pihak pelaku
dan pihak korban untuk perkaranya diselesaikn secara Restorative Justice, maka
pihak Kejaksaan Negeri Kaur akan melakukan pertemuan untuk kedua belah pihak
baik tersangka maupun korban untuk menanyankan terkait ada tidaknya kehendak
ataupun kemauan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara Restorative
Justice.

Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kaur tidak melihat adanya kesepakatan
antara para pihak yang terkait untuk perkaranya diselesaikan secara Restorative
Justice maka perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kaur pada waktu yang
telah ditentukan dan sesuai dengan prosedur operasional Kejaksaan Negeri Kaur

artinya pihak Kejaksaan akan memberikan opsi kepada para pihak yang terkait dalam
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penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan untuk diselesaikan
secara restorative justice atau dengan cara di persidangan Pengadilan Negeri Kaur.
Keputusan dalam penyelesaian perkara tindak pencurian dan penggelapan diberikan
kepada para pihak terkait dengan diberikannya pengertian atau pandangan terhadap
kedua belah pihak dengan memandang aspek kemanfaatannya oleh Kejaksaan Negeri
Kaur.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan yang ada di wilayah
Kejaksaan Negeri Kaur terdapat faktor penghambat peneyelesaiaan perkara melalui
Restorative Justice sesuai dengan PERJA No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian

Penuntutan Keadilan Restorative antara lain yaitu sebagai berikut:

A. Tidak tercapainya kesepakatan untuk damai dari kedua belah pihak

Pada kasus tindak pidana pencuran dan penggelapan yang diterima
laporannya oleh pihak Kejaksaan Negeri Kaur tidak semua berhasil diselesaikan
secara restorative justice, karena pada saat Kejaksaan sudah melakukan opsi
pilihan kepada pihak korban untuk perkaranya diselesaikan melalui restorative
justice, tak jarang para korban maupun keluarga korban tindak pidana pncurian
dan penggelapan mengganggap hal ini dengan Kketidakadilan terhadapnya.
Dikarenakan pelaku dianggap tidak mendapatkan hukuman setimpal dengan
perbuatan yang telah dilakukannya terhadap korban. Biasanya pihak korban
merasa melihat pelaku di penjara adalah solusi terbaik dalam peneyelesaian kasus

tersebut. Pihak pelaku juga tidak kooperatif saaT mengakui dilakukannya proses
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perdamaian dengan tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya pada
korban.

B. Terdapat perbedaan persepsi mengenai makna keadilan terhadap
pelaksanaan Restorative Justice.

Pada saat penyelidik Kejaksaan Negeri Kaur melakukan mediasi terhadap
pelaku dan korban dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan perkara,
seringkali tidak berhasil mencapai kesepakatan karena keluarga korban, keluarga
pelaku, dan masyarakat akan pelaksanaan Restorative Justice, banyaknya pihak
yang memiliki perspektif dan pandangan yang berbeda-beda mengenai definisi
keadilan itu sendiri. Banyak pihak korban yang beranggapan keadilan hanya untuk
korban tanpa melihat aspek kemanfaatan dari Restorative Justice, sehingga pihak
korban atau masyarakat merasa tidak adil ketika pelaku tidak dijerat pidana sesuai
dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku terhadap korban.®’

Selain itu pada saat akan diterapkan Restorative Justice kadang ada juga
kendala dari pihak pelaku, hal ini dikarenakan adanya keharusan bagi keluarga
pelaku untuk memenuhi hak-hak korban apabila penyelesaian perkara dilakukan
dengan Restorative Justice, banyak pihak keluarga pelaku mengaku tidak mampu
memenuhi smeua hak-hak korban dan merasa tidak adil jika hanya korban yang
merasakan kemanfaatannya sehingga hal ini sering membuat tidak tercapainya

kesepakatan untuk perkara yang diselesaikan melalui Restorative Justice.

8 Wawancara penelitian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur , Maria margareta Astari ,di
Kejaksaan Negeri Kaur, tanggal 9 Agustus 2023
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Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan
Restorative Justice
Faktor penghambat lainnya dalam pelaksaan Restorative Justice yaitu
masih adanya masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran diri
penegakan hukum dalam penyelesaian perkara melalui Restorative Justice di
Kejaksaan Negeri Kaur, banyak yang masih beranggapan keadilan dan
pertanggungjawaban yang didapatkan korban dari pelaku melalui Restorative
Justice masih belum setimpal dan sesuai dibandingkan dengan perbuatan pelaku
terhadap korban, tidak sedikit yang beranggapan bahwa pidana penjara kepada
pelaku merupakan satu-satunya solusi bagi korban untuk mendapatkan keadilan,
dan merasa hak-hak serta mendapatkan kepastian bahwa dengan dipenjaranya
pelaku tidak akan bisa melakukan serta mengulangi perbuatannya lagi.
Berdasarkan wawancara dengan buyung selaku Kepala Desa menjelaskan
bahwa hambatan penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian
dan penggelapan di Kejaksaan Negeri Kaur yaitu:®®
1. Masyarakat kurang memahami tentang kesadaran diri dari penegakan hukum
sehingga masih ada beranggapan Restorative Justice belum bisa mewakili
pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana dan pelaku

akan mengulangi perbuatannya kembali.

8 \vawancara dengan buyung selaku Kepala Desa tanggal 27 Oktober 2023
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Masyarakat terkadang kurang kooperatif ketika diminta untuk terlibat dalam
proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan secara Restorative
Justice, masih ada masyarakat yang beranggapan rumit.

Berdasarkan wawancara dengan korban terhadap kasus pencurian
dengan penggelapan menjelaskan berdasarkan penilaiannya bahwa ada faktor
penghambat pihak Kejaksaan Negeri Kaur dalam penerapan restorative justice
yaitu:

a. Edi Baksir korban kasus pencurian : Saya sulit menerima atas perbuatan
tindak pidana pelaku terhadap yang dialami korban sehingga Restorative
Justice tidak terlaksana di Kejaksaan Negeri Kaur dan keluarga saya tidak
setuu dengan tindak pidana pencurian yang dilakaukan leh pelaku hanya
diselesaikan melalui Restorative Justice.®

b. Okta Saputra Korban kasus penggelapan : saya ingin membuat pelaku
merasa jera dan tidak melakukannya lagi setelah mendapat hukuman yang
setimpal yang di berikan saat persidangan nanti.”

Berdasarkan wawancara dengan pelaku terhadap kasus pencurian
dengan penggelapan menjelaskan berdasarkan penilaiannya bahwa ada faktor
penghambat pihak Kejaksaan Negeri Kaur dalam penerapan Restorative

Justice yaitu:

¥wawancara dengan Edi Baksir selaku korban pencurian tanggal 26 Oktober 2023
% wawancara dengan Okta Saputra selaku korban penggelapan tanggal 26 Oktober 2023
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a. HS bin mar pelaku kasus pencurian : pada saat dilakukan upaya
penyelesaian kasus pencurian secara Restorative Justice oleh penuntut
umum saat mediasi pelaku merasa sulit menerima laporan korban, sehingga
membutuhkan waktu untuk kasus tersebut diselesaikan secara Restorative
Justice.™

b. CA bin Andesta pelaku kasus penggelapan : akibat adanya ikut campur
pihak keluarga korban yang membuat makin sulit untuk menyelesaikannya
atau menemukan solusi dalam perkara secara Restorative Justice.”

Terkait hasil wawancara mengenai faktor penghambat penerapan
Restorative Justice pada tindak pidana pencurian dan penggelapan di
Kejaksaan Negeri Kaur berdasarkan PERJA No 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan Keadilan Restorative yaitu:

1) Faktor penegak hukum
Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan
substansial dalam negara hukum sebab sebagaimana bahwa salah satu
unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di
dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Pada proses upaya
perdamaian melalui Restorative Justice, peran penegak hukum sangat
diperlukan. Peran aktif jaksa yaitu memberikan sosialisasi mengenai

Restorative Justice kepada para pihak, tetapi jaksa bersifat pasif dalam

°! wawancara dengan HS Bin mar selaku pelaku pencurian tanggal 28 Oktober 2023
%2 wawancara dengan CA bin Andes selaku pelaku penggelapan tanggal 28 Oktober 2023
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proses upaya perdamaian antara korban dan tersangka. Akan tetapi,
penegak hukum juga dapat menjadi faktor penghambat dalam
melakukan upaya perdamaian, hal ini karena oknum jaksa memiliki
kesempatan untuk  menyalahgunakan ~ wewenang  dengan
memanfaatkan Restorative Justice. Meskipun hal ini belum dapat
dibuktikan, tetapi hal ini perlu menjadi perhatian bagi setiap penegak
hukum dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratif. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa
penuntut uumum Maria Margareta Astari yang menyatakan bahwa :
“Ada kemungkinan bahwa seorang oknum jaksa melakukan
penyalahgunaan wewenang dalam tugasnya, yaitu jaksa
meminta suatu imbalan untuk meringankan suatu hukum yang
dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam lingkup Restorative
Justice, seorang oknum jaksa bisa melakukan penyalahgunaan
wewenang dengan cara berdalih bahwa jaksa meminta biaya
untuk melakukan suatu program upaya perdamaian antar pihak.
Kejaksaan memiliki Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
(JAMWAS) yang bertugas untuk mengawasi Jaksa apabila
melakukan suatu pelanggaran atau perbuatan yang nakal.”*®
Berdasarkan data tersebut, menurut pendapat penulis bahwa ditemukan
adanya hambatan bahwa penegak hukum dalam mempertimbangkan
sebuah perkara untuk diterapkan penyelesaian tindak pidana keadilan
restoratif harus adanya persetujuan, jika dalam proses tidak dapat

persetujuan untuk Restorative Justice, maka perkara akan dilanjutkan

proses penuntutan. Selain itu, penegak hukum yang harus bersikap

»Wawancara dengan Maria Margareta Astari selaku Jaksa Penuntut Umum tanggal 26

Oktober 2023
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lebih adil dalam menjalankan sebuah wewenang dan menentukan suatu
keputusan.

Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum itu sendiri
yaitu sarana dan prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat
untuk mencapai efektivitas hukum. Sarana atau fasilitas tersebut,
antara lain, mencakup teaga manusia yang berpendidikan dan terampil,
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang
cukup.Sarana dan fasilitas yang terbatas yang menjadi kendala damai
penerapan Restorative Justice, masih kurangnya sumber daya manusia
dan koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait dengan lembaga
penegak hukum dalam membantu kelangsungan akan penerapan
Restorative Justice, serta melancarkan tugas serta peran Kejaksaan
Negeri Kaur. Hal ini menjadi penghambat jalannya suatu proses
tercapainya hasil akhir dari penyelesaian kasus tindak pidana
pencurian dan penggelapan berdaaarkan Restorative Justice, sehingga

membuat tidak sempurnanya hasil akhir seperti yang diinginkan.

Faktor Masyarakat
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Kaur sedikit menjelaskan bahwa adapun faktor

penghambat penerapan Restorative Justice terhadap tindak pidana
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pencurian dan penggelapan di Kejaksaan Negeri Kaur yaitu dengan
adanya masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dari
penegak hukum sehingga masih ada beranggapan secara tidak statis
belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi pelaku yang
melakukan tindak pidana dan pelaku akan mengulangi perbuatannya
kembali jika suatu perkara diselesaikan melalui Restorative Justice.”
Berdasarkan uraian diatas, penerapan Restorative Justice
dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dan penggelapan
harus terpenuhi kesepakatan antara para pihak yang terkait, pihak
korban dan keluarga, pelaku dan keluarga, serta masyarakat
sosial. Tetapi yang menjadi faktor penghambat penerapan Restorative
Justice yaitu tidak tercapainya kesepakatan untuk damai dari pihak
keluarga, adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh
para pelaku baik itu dari pihak korban, pelaku,keluarga korban dan
pelaku dan masyarakat yang terlibat terhadap pelaksanaan Restorative
Justice. Selain itu Fasilitator juga memberikan gambran kepada pihak
korban akibat apabila Restorative Justice gagal tercapai, efek negatif
terhadap jiwa dan perkembangan kepada pelaku tindak pidana.
Fasilitator juga memberi gambaran bahwa apabila Restorative Justice

gagal tercapai maka akan berpotensi menimbulkan persaan dendam

% wawancara dengan Novy Saputra selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan
Negeri Kaur tanggal 9 Agustus 2023
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kepada pihak korban dikemudian hari. Artinya Restorative Justice
bukan hanya mempertimbangkan pihak pelaku yang berkmflik dengan
hukum saja, melainkan juga mempertimbangkan dampak buruk yan
akan terjadi kedepannya apabila pihak korban tidak memaafkan dan
tidak sepakat terhadap Restorative Justice.

Namun korban tetap belum bisa memaafkan pelaku yang
berkonflik dengan hukum, meskipun alternatif dan masukan telah
diberikan. Respon korban yang cenderung negative terhadap upaya-
upaya penyelesaian melalui jalur perdamain dan kekeluargaan yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum, sehingga pihak korban tetap
ingin melanjutkan ke proses persidangan. Korban beranggapan bahwa
apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana, baik itu orang
dewasa ataupun anak-anak harus dikenekan penjatuhan pidana agar
menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencurian dan

penggelapan.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Restorative

Justice penghetian penuntutan tindak pidana pencurian dan penggelapan melalui

keadilan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kaur dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kaur telah terlaksana
sesuai dengan Perja No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan
Restorative Justice pada tindak pidana pencurian Tersanka AS Bin Nurman
Efendi serta kasus tindak pidana penggelapan atas nama Al Bin Zamhari
yang mana Kejaksaan Kaur telah berhasil melakukan penyelelesaian perkara
melalui Restorative Justice. Proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka
membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
Setelah perdamaian tercapai antara para pihak, maka proses perdamaian
dilanjutkan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Ekspose perkara restorative
justice secara online melalui zoom lalu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Umum (JAMPIDUM) menilai perkara atas nama tersangka kasus pencurian
AS serta tersangka kasus penggelapan AN, Kejaksaan Negeri Kaur
menyerahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan kepada Tersangka,

melakukan pengembalian barang bukti kepada Korban, dan Tersangka tindak
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pidana tersebut pun kemudian dibebaskan dan dapat kembali kepada
masyarakat.
2. Faktor penghambat pelaksaan restorative justice di Kejaksaan Negeri Kaur
atas kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan yaitu:
a. Tidak tercapainya kesepakatan untuk damai dari kedua belah pihak.

b. Terdapat perbedaan persepsi mengenai makna keadilan terhadap
pelaksanaan restorative justice.

c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap
pelaksanaan restorative justice

B. Saran

1. Perlu adanya arahan ke masyarakat mengenai Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesa mengenai pelaksaan restorative justice agar dapat dijadikan
sebagai acuan tingkat keberhasilan pelaksanaan restorative justice ini juga
meningkat

2. Perlunya dilakukan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat mengenai
metode pelaksanaan perkara melalui restorative justice ini agar masyarakat
juga benar-benar memahami mengenai pelaksanaan restorative justice ini
baik dari segi kemanfaatannya dan juga dengan adanya penggantian ganti
rugi kepada korban, dan pidana penjara saat ini bukan satu-satuna jaminan
bagi korban untuk mendapatkan keadilan serta memberi jaminan bahwa
pelaku akan mengulangi perbuatannya lagi setelah bebas dari pidana penjara

nanti.
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